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ABSTRAK 
ST. DWI ADIYAH PRATIWI (B11111901). Penangguhan Waktu Berlakunya 
Akibat Hukum Suatu Putusan (Limited Constitutional) (Studi Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013), dibimbing oleh Marwati Riza 
dan Kasman Abdullah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tentang 
konstitusionalitas putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya 
memuat penangguhan waktu berlakunya akibat hukum putusan a qou dan 
menjelaskan tentang akibat hukum putusan a quo terhadap Pemilu 2014. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada dua cara yaitu 
penelitian pustaka (library research). Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dan disajikan secara preskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan : 1) Putusan MK Nomor 14/PUU-
XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 
legislatif dan Pemilu Presiden secara terpisah adalah inkonstitusional, 
sehingga berdasarkan original intent yang dikehendaki oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah Pemilu 
serentak. Pun telah menyatakan demikian, MK juga mengimbuhkan amar 
putusannya tersebut dengan menangguhakan waktu berlakunya akibat 
hukum putusan tersebut hingga Pemilu 2019. Penangguhan sendiri meski 
tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahkan 
dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 47, Pasal 57 ayat (1), dan 58 
UU MK namun oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) tegas menyatakan bahwa 
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 2) 
Dengan dijaminnya konstitusionalitas putusan MK, maka penangguhan akibat 
putusan a quo dianggap beralasan demi hukum, maka UU Pilpres yang 
menjadi payung hukum pelaksanaan Pemilu 2014 tetap berlaku dan memiliki 
kekuatan hukum mengikatnya. Sehingga Pemilu 2014 dipandang legal, 
ditambah lagi presentase partisipan Pemilu telah melegitimasi putusan MK 
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai 
berikut: 1) Seharusnya putusan yang memuat penangguhan waktu 
berlakunya akibat hukum suatu putusan diatur dalam UU MK, dan ditentukan 
secara jelas dalam PMK terkait dalam kondisi apa saja penangguhan 
tersebut dapat dilakukan mengingat adanya Pasal yang muatannya tidak 
sejalan atau berbanding terbalik dari penangguhan tersebut, seperti Pasal 47, 
Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 UU MK. 2) DPR dalam membentuk UU agar 
memerhatikan putusan MK dengan demikian diharapkan koherensi norma 
akan senantiasa terjaga dan tidak bertetangan dengan UUD 1945. 
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BAB 1 
Pendahuluan 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum 1 , sebagai suatu konsekuensi bagi 
negara yang mendaulat diri sebagai penganut sistem negara hukum, maka 
hukumlah yang menjadi panglima tertinggi, sehingga negara bukan hanya 
berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan hukum. Pada masa 
Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh Filosof 
besar Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. Plato pada awalnya 
mencita-citakan pemerintahan terbaik hanya dapat dilakukan jika dipimpin 
oleh seorang filsuf karena hanya filsuf lah yang mengetahui hakikat 
kebenaran (the philosopher king). Namun pendapat ini bergeser karena 
menurut Plato pemerintahan yang ideal tersebut sulit diwujudkan. Dalam 
bukunya “politicos” yang dihasilkan pada penghujung hidupnya, Plato 
menguraikan bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, 
ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan 
yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang dibentuk tidak 
melalui jalan hukum 2 . Pemerintahan melalui jalan hukum merupakan 
                                                          
1
 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) 
“Negara Indonesia adalah negara hukum” 
2
Gaffar, M Janedjri. 2013. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, hlm 46 
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pemerintahan yang terbaik yang paling mungkin diwujudkan. Hukum 
dimaksudkan untuk mencapai kebenaran dan kehidupan masyarakat yang 
terbaik. Hukum dalam pemikiran Plato bersifat keilahian dan universal untuk 
mewujudkan dunia cita dalam kehidupan bernegara. 
Selain, mendaulat diri sebagai suatu negara hukum, Indonesia pun 
menyatakan diri sebagai penganut sistem demokrasi3, dimana kekuasaan 
tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam berbagai literatur, demokrasi 
dipahami sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang berakar pada 
klasifikasi Aristoteles yang dibuat berdasarkan jumlah dan sifatnya pemegang 
kekuasaan negara. Demokrasi berakar pada kata “demos” dan “cratos” yang 
berrati “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan 
dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit 
orang, dan monarki, kekuasaan yang ada di tangan satu orang4. 
N.D. Arora dan S.S. Awasthy menyatakan kata “demokrasi” berakar 
pada kata “demos” dalam bahasa Yunani kuno yang berarti suatu bentuk 
pemerintahan oleh suatu populais yang berlawanan dengan kelompok kaya 
dan para aristokrat. Karena itu, dalam pengertian Yunani Kuno demokrasi 
                                                                                                                                                                     
 
3
 Lihat, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar” 
4
 Gaffar, M Janedjri. Op.cit. hlm. 14 
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adalah kekuasaan orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar sehingga 
demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang merosot atau buruk5.  
John Forejohn dan Pasquino mengilustrasikan bahwa negara hukum 
dan demokrasi sebagai dua hal yang selalu dicita-citakan oleh suatu negara 
yang sedang dalam masa transisi dari otoritarian sehingga menunjukkan 
bahwa keduanya dapat dicapai secara simultan. Negara hukum dalam 
konteks demokrasi tidak hanya berarti bahwa pemerintahan bekerja menurut 
dan melalui aturan-aturan yang mengikat, tetapi lebih dari itu, bahwa rakyat 
harus dapat mengawasi secara pasti hukum yang berlaku dengan segala 
macam konsekuensinya, termasuk memastikan bahwa aturan hukum yang 
akan berlaku tidak melanggar hak dan prinsip dasar tertentu6.  
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia merupakan negara hukum yang 
demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan 
rakyat yang merupakan konsepsi yang diidealkan oleh para pendiri bangsa 
Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam rumusan Pembukaan UUD NRI 1945 
alinea keempat menyatakan “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia , yang 
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat….” Frasa “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 
                                                          
5
 Ibid. hlm. 14 
6
 Id. Hlm.63 
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Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”, 
mengandung arti bahwa dalam menjalankan kekuasaan sebagai bangsa 
yang merdeka harus didasarkan dan sesuai dengan UUD 1945, yang berarti 
bahwa UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur bagaimana 
penyelenggaraan negara. Inilah prinsip negara hukum. Di sisi lain, Negara 
Republik Indonesia merupakan organisasi kekuasaan yang disusun 
berdasarkan prinsip “kedaulatan rakyat”. Bahkan UUD NRI 1945 itu sendiri 
memperoleh kedudukan sebagai hukum tertinggi tidak lain karena dibentuk 
oleh seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan7.  
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945, Padmo 
Wahjono secara tegas menyatakan bahwa negara hukum yang demokratis 
merupakan pola bernegara yang diidealkan. Hal itu bahkan dirumuskan 
secara tegas dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950. Menurut Padmo, inti 
makna dari perumusan negara hukum yang demokratis adalah bahwa hukum 
yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah dirumuskan secara 
demokratis, yaitu yang memang dikehendaki oleh rakyat8.  
Demokrasi tanpa adanya pengimbang berdasarkan prinsip negara 
hukum akan tergelincir kepada kekuasaan mayoritas yang merupakan ciri 
utama demokrasi, baik dari sisi teori maupun praktik. Demokrasi dalam 
                                                          
7
 Id. Hlm.73 
8
 Id. Hlm. 75 
 
 
16 
 
makna demikian adalah suatu kondisi di mana kebijakan publik dibuat di atas 
dasar suara mayoritas oleh para wakil rakyat yang tunduk pada pengawasan 
publik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala. Karena 
itu demokrasi harus didasarkan pada prinsip negara hukum. Demokrasi 
dilaksanakan dalam koridor tertib hukum sehingga esensi demokrasi tetap 
terjaga dan dapat mencapai tujuan dari demokrasi itu sendiri9.  
Dalam mengawal demokrasi itulah, Mahkamah Konstitusi hadir 
sebagai suatu lembaga negara selaku salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 10 , dengan segala 
kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) bahwa 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-ndang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum”. Teori negara hukum yang demokratis memberikan landasan 
argumentasi sekaligus dasar peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang 
demokratis. Sesuai dengan prinsip negara hukum, penyelenggaraan negara 
                                                          
9
 Id. Hlm. 62 
10
 Lihat, UUD 1945 Pasal 24 ayat 2 bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi” 
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harus diatur dan dilakukan berdasarkan hukum, atau yang dikenal dengan 
istilah supremasi hukum. Semua kehidupan berbangsa dan bernegara diatur 
dan diselenggarakan sesuai dengan aturan hukum yang dibuat. Hukum 
dalam hal ini tidak hanya aturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi 
putusan pengadilan, termasuk putusan MK11.  
Salah satu ciri utama dan prasyarat negara demokrasi modern adalah 
penyelenggaraan Pemilu. Hal ini telah diakui oleh organisasi Inter-
Parliamentary Union melalui Universal Declaration on Democracy yang 
diadopsi pada 16 September 1997 di Kairo. Di dalam deklarasi tersebut 
ditegaskan bahwa elemen kunci untuk menjalankan demokrasi adalah 
dengan cara menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil secara 
berkala12.  
Keberadaan MK ini melengkapi komponen yang diperlukan untuk 
adanya pemilu yang demokratis khususnya terkait dengan pengujian 
konstitusionalitas undang-undang (UU) yang terkait dengan penyelenggaraan 
pemilu dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. MK dapat diposisikan 
sebagai salah satu instrumen pengawasan aturan dan pelaksanaan pemilu 
sekaligus sebagai forum hukum penyelesaian sengketa pemilu seperti 
dimaksudkan oleh Office for Democratic Institutions and Human Rights di 
                                                          
11
 Gaffar. M Janedjri. Op.cit. hlm 77 
12
 Ibid. hlm. 4 
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dalam dokumen Internasional Standards and Commitments on the Right to 
Democratic Election13.  
Sebagai negara hukum yang demokratis tentunya Indonesia pun 
mengamini Pemilu sebagai suatu mekanisme dalam berdemokrasi, kendati 
sebagai negara hukum, maka hal-hal terkait Pemilu itu sendiri diatur dalam 
suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini misalnya diaturnya 
tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 
Namun, tentunya undang-undang (UU) sebagai suatu produk dari 
lembaga politik dalam hal ini Dewan Perwakilan Politik (DPR) memiliki 
potensi akan tercemari oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak maupun 
elit-elit tertentu, yang berimplikasi negatif pada hak-hak warga negara secara 
keseluruhan, baik pada hak asasi manusia maupun hak konstitusional 
sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Pengujian UU terhadap UUD adalah 
merupakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana dijelaskan di atas, semata-mata demi menjaga koherensi 
norma, agar tidak bertentangan secara hierarkis. Di dalam tata hukum, 
terutama yang berorientasi pada sistem negara Eropa Kontinental terdapat 
peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis peraturan tertulis yang 
dibentuk oleh berbagai lembaga tertentu yang tersusun secara hierarkis. 
                                                          
13
 Id. hlm. 12 
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Semua peraturan yang mengikat itu disusun secara hierarkis untuk 
menentukan derajatnya masing-masing, dengan konsekuensi bahwa jika ada 
dua peraturan yang bertentangan, maka yang dinyatakan berlaku adalah 
yang derajatnya lebih tinggi14.  
Atas dasar kewenangan tersebutlah, MK melakukan pengujian 
terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden dalam perkara nomor 14/PUU-IX/2013, dimana pada pokoknya 
menyatakan dalam putusannya bahwasanya Pemilu secara tidak serentak 
antara Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden adalah 
inkonstitusional, karena berdasarkan original intent UUD 1945 menghendaki 
hanya ada satu kali pemilihan umum. Namun, kendati pun putusan tersebut 
telah dikeluarkan sebelum pelaksanaan Pemilu 2014, mahkamah tetap 
berpendapat bahwa putusan tersebut barulah dapat diberlakukan pada 
Pemilu 2019 15 , sehingga menyisakan beberapa pertanyaan, termasuk 
legalitas Pemilu 2014, oleh karena yang dipahami bahwa putusan MK 
memiliki kekuatan mengikatnya sesaat setelah dibacakan di hadapan sidang 
pleno yang terbuka untuk umum16.  
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Selain disebutkan di atas, pertanyaan lainnya yang ditimbulkan adalah 
apakah mahkamah konstitusi diberikan keleluasaan untuk menentukan 
sendiri waktu berlakunya suatu putusan yang dikeluarkan. Fungsi hakim 
dalam menjalankan dan menerapkan hukum (the statute law) dapat 
dibedakan dalam dua macam, yaitu (i) untuk menemukan fakta-fakta yang 
terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian (ii) untuk menemukan 
pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang 
agar dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus semacam itu. Pembentuk 
undang-undang tentu saja tidak dapat melihat apa saja yang secara konkret 
terjadi  atau kasus konkret yang mungkin timbul di masa depan, dan 
sehubungan dengan itu menentukan dengan jelas apa yang mereka inginkan 
untuk dilakukan oleh hakim dalam menghadapi kasus-kasus konkret 
semacam itu. Karena itu, tidak mudah untuk mengetahui persis apa 
sesungguhnya yang dikehendaki oleh para pembentuk undang-undang 
seperti yang tercermin dalam rumusan-rumusan materi suatu undang-undang 
terkait17. 
Dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan pertanyaan, apakah 
hakim harus membatasi diri berjalan di antara empat sudut bangunan 
undang-undang bersangkutan atau mengembara ke luar lingkaran undang-
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undang itu. Dalam keadaan tertentu, sangat boleh jadi, jalan yang terbaik 
justru terletak pada pilihan yang pertama, yaitu hakim harus tetap berada 
dalam lingkaran yang ketat, sehingga dapat menjamin kepastian yang adil. 
Namun, jika dengan membatasi diri dalam kungkungan normatif undang-
undang tersebut akan menyebabkan atau menimbulkan absurditas yang 
nyata (an apparent absurdity), kesulitan (hardship), atau ketidakadilan 
(injustice), maka pilihannya adalah melakukan modifikasi atas pengertian-
pengertian kata yang terdapat dalam perumusan undang-undang itu 
sehingga ketiganya dapat diatasi18. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah konstitusionalitas kualitas Putusan Mahkamah 
Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013? 
2.  Bagaimanakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 Tenatng Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
2014? 
C. Tujuan  Penelitian 
1. Untuk mengetahui konstitusionalitas kualitas Putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013. 
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2. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden 2014 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perkembangan 
ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata 
Negara terkait analisis hukum terhadap kualitas konstitusionalitas 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 serta akibat 
hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pemilihan 
umum presiden dan wakil presiden republik Indonesia tahun 2014-
2019.  
2. Kegunaan Praktis 
Diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kalangan praktisi maupun teoritisi hukum serta bagi masyarakatan 
pada umumnya. Khususnya mengenai adanya praktik 
penangguhan waktu berlakunya akibat hukum suatu putusan 
(limited constitutional) agar dapat segera diatur dalam peraturan 
perundang-undangan demi semata-mata menjamin adanya payung 
hukum 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Hukum dan Negara Hukum 
1. Pengertian Hukum 
Hukum dalam pengertian paling umum adalah hubungan pasti yang 
berasal dari sifat dasar segala sesuatu19. Dalam pengertian ini semua wujud 
memiliki hukumnya, Tuhan memiliki hukumnya, dunia materil memiliki 
hukumnya, wujud berakal yang lebih tinggi dari manusia memiliki hukumnya, 
binatang memiliki hukumnya, manusia pun memiiki hukumnya sendiri. 
Sebelum terdapat semua hukum ini, sudah ada hukum alam. Di sebut 
demikian karena hukum ini berlaku sepenuhnya dalam keberadaan wujud 
kita sendiri. Untuk mendapatkan pengetahuan yang sempurna mengenai 
hukum ini, kita harus membayangkan manusia sebelum terbentuknya 
masyarakat: hukum-hukum yang berlangsung dalam keadaan itulah yang 
merupakan hukum alam20.  
Yang paling penting, meskipun bukan yang pertama, dari hukum 
dijadikan oleh Sang Pencipta agar kita condong kepada-Nya 21 . Manusia 
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dalam keadaan alamiah mengalami kecakapan untuk mengetahui sebelum ia 
mendapatkan pengetahuan yang diperoleh dari belajar. Tentu saja, ide-ide 
pertamanya sama sekali bukan ide-ide yang bersifat spekulatif; ia berpikir 
untuk mempertahankan kelangsungan dirinya sebelum ia menyelidiki asal 
mula dirinya. Dalam dirinya manusia seperti itu merasakan rasa tidak berdaya 
dan rasa lemah; rasa takut dan kekhawatirannya berlebihan; seperti yang 
terlihat dari contoh yang ada (kalau memang perlu ditunjukan) pada orang-
orang liar yang ditemukan di hutan-hutan22.Mereka gemetar ketakutan ketika 
melihat dedaunan bergerak-gerak, dan lari dari setiap sosok yang dilihatnya. 
Dalam keadaan ini manusia membayangkan dirinya rendah dan tidak 
memikirkan martabatnya yang setara dengan sesamanya. Dalam kondisi itu 
mereka tidak mungkin menyerang satu sama lain; dengan demikian 
perdamaian jelas merupakan hukum alam pertama. 
Dorongan alam atau hasrat menurut Hobbes ada pada umat manusia 
untuk saling menundukkan sesamanya, sangat tidak berdasar. Ide mengenai 
kekaisaran dan kerajaan merupakan ide yang sangat rumit dan bergantung 
pada ide-ide lainnya sehingga tidak mungkin hal ini akan menjadi hal pertama 
yang muncul dalam pemikiran manusia. 
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Hobbes bertanya, apa sebabnya manusia mempersenjatai dirinya dan 
memasang gembok serta kunci di pintu mereka kalau mereka secara alami 
tidak dalam keadaan perang? tetapi tidak jelas apakah yang dimaksud 
olehnya adalah manusia sebelum terbentuknya masyarakat. Semua itu tidak 
mungkin terjadi kecuali sebagai akibat pembentukan masyarakat ini, yang 
membuat mereka melengkapi diri dengan dorongan untuk bermusuhan dan 
mempertahankan diri. 
Di samping adanya perasaan lemah ini manusia segera mendapati 
bahwa dirinya memiliki kebutuhan-kebutuhan. Dari sini satu hukum alam 
lainnya mendorong dirinya untuk mencari makanan. Telah Montesquieu 
amati bahwa rasa takut membuat manusia cenderung menghindar satu sama 
lain; tetapi rasa takut terhadap satu sama lainnya ini juga mendorong mereka 
untuk hidup berkelompok. Di samping itu, kecenderungan berkelompok ini 
berasal dari kesenangan yang dirasakan seekor hewan ketika berdekatan 
dengan hewan lainnya yang berasal dari spesies yang sama. Lagipula 
ketertarikan yang muncul dari perbedaan jenis kelamin juga meningkatkan 
kesenangan ini, dan kecenderungan alami yang mereka miliki satu sama 
lainnya ini merupakan hukum alam yang ketiga. 
Manusia pada umumnya dan orang-orang liar sama-sama memiliki 
dorongan atau insting. Tetapi manusia memiliki kelebihan dengan bisa 
mengusahakan pengetahuan melalui cara belajar; dan hal itu tidak dimiliki 
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oleh orang-orang liar. Umat manusia dengan demikian memiliki dorongan 
untuk bersatu; hukum alam yang keempat muncul dari hasrat untuk hidup 
dalam masyarakat23.  
Menurut Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda ketimbang 
sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum 
berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusan-putusannya 
di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar24.  
Menurut Thomas Aquinas, keberadaan manusia sebagai makhluk 
rasional dikuasai oleh lex naturalis. Lex naturalis terdiri dari bagian lex 
aeterna yang khusus berkaitan dengan manusia. Sementara manusia tidak 
dapat mengetahui keseluruhan rencana Allah, rasional manusia 
memungkinkan mempunyai bagian dalam alam pikiran yang abadi yang 
dengan pikiran itu ia dapat mengenali suatu kecenderungan alamiah secara 
normatif ke arah tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang layak. Lex 
naturalis, menurut Thomas Aquinas, tidak lain daripada partisipasi makhluk 
rasional dalam lex aeterna. Lex naturalis inilah yang mengarahkan aktivitas 
manusia melalui aturan-aturan dasar yang menetapkan apa yang baik yang 
harus dilakukan dan apa yang jahat yang harus dihindari. Lalu, apa ukuran 
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baik dan ukuran jahat? Thomas Aquinas mengemukakan empat hal 
kecenderungan manusia yang dianggap baik. Pertama, kecenderungan 
naluriah manusia untuk memelihara kehidupan. Kedua, adanya 
kecenderungan antara keinginan melakukan hubungan seksual dalam 
bingkai suami istri dengan keinginan membesarkan dan mendidik anak. 
Ketiga, manusia mempunyai kerinduan secara alamiah untuk mengetahui 
kebenaran tentang Allah. Keempat, manusia ingin hidup dalam masyarakat 
sehingga wajar bagi manusia untuk menghindari segala sesuatu yang 
merugikan dalam pergaulan hidup tersebut25. 
Menurut Thomas Aquinas, hukum adalah suatu aturan atau ukuran 
dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak 
(sesuai aturan atau ukuran itu), atau dikekang untuk tidak bertindak (yang 
tidak sesuai dengan aturan atau ukuran itu). Sebagaimana diketahui, 
perkataan lex (law, hukum), adalah berasal dari kata ligare (mengikat), sebab 
ia mengikat seseorang untuk bertindak (menurut aturan atau ukuran tertentu). 
Hukum tidak lain, merupakan perintah rasional tentang sesuatu, yang 
memerhatikan hal-hal umum yang baik, disebarluaskan melalui perintah yang 
diperhatikan oleh masyarakat26.  
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2. Negara Hukum 
Pada masa Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum 
dikembangkan oleh Filosof besar Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. 
Plato pada awalnya mencita-citakan pemerintahan terbaik hanya dapat 
dilakukan jika dipimpin oleh seorang filsuf karena hanya filsuf lah yang 
mengetahui hakikat kebenaran (the philosopher king). Namun pendapat ini 
bergeser karena menurut Plato pemerintahan yang ideal tersebut sulit 
diwujudkan. Dalam bukunya “politicos” yang dihasilkan pada penghujung 
hidupnya, Plato menguraikan bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. 
Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; 
pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang 
dibentuk tidak melalui jalan hukum 27 .Pemerintahan melalui jalan hukum 
merupakan pemerintahan yang terbaik yang paling mungkin diwujudkan. 
Hukum dimaksudkan untuk mencapai kebenaran dan kehidupan masyarakat 
yang terbaik. Hukum dalam pemikiran Plato bersifat keilahian dan universal 
untuk mewujudkan dunia cita dalam kehidupan bernegara. 
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Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri 
di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan 
merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga 
negaranya, dan sebagai dasar keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada 
setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles 
yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, 
melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya 
pemegang hukum dan keseimbangan saja28.  
Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang negara hukum lahir 
sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul 
Scholten, istilah negara hukum memang berasal dari abad XIX, tetapi 
gagasan tentang negara hukum itu sendiri sudah tumbuh di Eropa dalam 
abad XVII. Gagasan ini timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan kerajaan 
yang absolut dan kemudian dirumuskan dalam piagam yang dikenal sebagai 
Bill of Right 1789 (Great Britain), yang berisi hak dan kebebasan kaum 
kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris29.  
Negara hukum digunakan untuk menerjemahkan, baik rechsstaat 
maupun the rule of law, walaupun keduanya berasal dari dua tradisi hukum 
yang berbeda. Alec Stone Sweet memahami istilah the rule of law (Inggris), 
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Rechtsstaat (Jerman), dan etat de droit (Perancis) dalam pengertian yang 
sama, yaitu bahwa: (1) otoritas publik hanya dapat menjalankan kewenangan 
berdasarkan perintah yang lebih tinggi yang dimungkinkan oleh hukum, dan 
(2) hukum tersebut mengikat semua anggota masyarakat. 
Sejarah lahirnya konsep rechtsstaat atau the rule of law di benua 
Eropa pada masa adab pertengahan dikemukakan oleh Soetandyo 
Wignjosoebroto. Konsep rechtsstaat lahir pada saat terjadi pemisahan 
kekuasaan antara gereja dan kerajaan yang disertai dengan kewenangan 
penguasa masing-masing untuk membangun dan mengelola sistem hukum 
masing-masing. Kaisar Romawi mengembangkan sistem hukum berdasarkan 
asas-asas hukum Romawi, sedangkan Gereja mengembangkan sistem 
hukum sendiri atas dasar ajaran Kristus30.  
Pada masa inilah dimulai tradisi perumusan norma hukum adalah 
dokumen hukum yang diundangkan secara resmi, dilakukan penataan dan 
pembinaan lembaga peradilan, dan lembaga-lembaga lain juga ditata 
berdasarkan aturan hukum. Bersamaan dengan itu penguasa juga menjadi 
terikat dengan aturan hukum yang dibentuk, dinyatakan dan diundangkannya 
sendiri demi mempertegas batas-batas yurisdiksi antara kerajaan dan gereja. 
Perkembangan ini memberikan kedudukan objektif kepada hukum yang 
memiliki otoritas tersendiri yang independen dari manusia-manusia 
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pembentuk dan pengundangnya. Asasnya the rule of law, not the rule of 
men31.  
Ide the rule of law atau rechtsstaat tetap bertahan pada saat 
kekuasaan gereja mengalami kemunduran dan semakin kuatnya kekuasaan 
negara atau kerajaan. Bahkan, ide rule of law atau rechtsstaat tetap 
berkembang sebagai legitimasi bagi negara untuk mengembangkan sistem 
hukum nasional dan menjadi prinsip dalam hubungan antar bangsa atau 
antar sistem hukum. 
Dalam perkembangan selanjutnya, konsep negara hukum dipengaruhi 
oleh paham dan suasana liberalisme yang diperjuangkan dalam revolusi 
Perancis. Konsep negara hukum masa ini merupakan cikal bakal paham 
negara hukum modern untuk mewujudkan kepastian hukum melalui upaya 
positivisasi hukum dari asas-asas normatif yang bersumber pada moral dan 
keadilan menjadi hukum yang dirumuskan secara tegas dalam bentuk 
positif32. Konsepsi negara hukum modern berakar pada kepercayaan atas 
nilai individualisme dan terkait dengan ide bahwa urusan manusia harus 
diatur dan dapat diprediksi. 
Dilihat dari sisi etika politik, terdapat dua unsur dalam paham negara 
hukum. Pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah 
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tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif 
yang tidak saja mengikat yang diperintah tetapi juga mengikat yang 
memerintah. Kedua, norma hukum sebagai norma objektif yang mengikat 
tersebut memenuhi syarat tidak hanya secara formal, yaitu dari sisi 
pembentuk dan dibentuknya, melainkan juga memenuhi syarat secara ideal, 
yaitu harus adil33.  
Dari segi moral politik, terdapat empat alasan utama negara 
diselenggarakan berdasarkan hukum. Pertama, hanya dengan berdasarkan 
hukum dapat tercapai kepastian hukum yang merupakan kebutuhan 
masyarakat untuk dapat memperhitungkan tindakan negara. Kedua, hanya 
melalui penyelenggaraan negara berdasarkan hukum kesamaan hakiki 
semua manusia dan semua warga negara dapat diwujudkan. Ketiga, hukum 
yang dibuat lembaga legislatif merupakan bentuk legitimasi demokratis 
bahwa penggunaan kekuasaan didasarkan pada persetujuan warga negara. 
Keempat, negara hukum dipandang sebagai tuntunan akal budi sebagai 
penata kehidupan bermasyarakat yang membedakan manusia dan binatang. 
Hukum dibuat dan dijalankan secara rasional bukan atas dorongan irasional, 
atau instingtual.  
Ciri-ciri negara hukum menurut Franz Magnis Suseno adalah : (1) 
kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, (2) 
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kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, 
(3) berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak asasi 
manusia, dan (4) menurut pembagian kekuasaan34.  
Salah satu konsep awal tentang, the rule of law yang banyak menjadi 
rujukan adalah yang dikemukakn oleh A.V. Dicey. The rule of law berarti 
bahwa kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga individu 
memiliki kepastian perlindungan hukum atas hak privatnya berhadapan 
dengan pemerintah.  
Dalam pandangan A.V. Dicey, the rule of law meliputi tiga konsepsi. 
Pertama, tidak ada seorang pun yang dapat dihukum atau dibuat menderita 
secara hukum kecuali atas dasar pelanggaran terhadap hukum yang telah 
dibuat sebelumnya. Dalam pengertian ini the rule of law berlawanan dengan 
pemerintahan yang hanya didasarkan pada kewenangan yang luas atau 
kekuasaan sewenang-wenang. Kedua, the rule of law berarti bahwa tidak ada 
orang yang berada di atas hukum dan setiap orang, apapun derajat dan 
kondisinya, tunduk di bawah hukum. Ketiga, adanya jaminan hak dan 
kebebasan personal di dalam konstitusi35.  
Berdasarkan konsepsi tersebut, Dicey merumuskan tiga makna the 
rule of law. Pertama, the rule of law bermakna supremasi absolut atau 
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predominasi hukum dan meniadakan kesewenang-wenangan (arbitrariness). 
Kedua,the rule of law bermakna persamaan kedudukan di hadapan hukum 
(equality before the law), yang berarti semua kelompok masyarakat tunduk di 
bawah hukum yang sama yang dijalankan oleh lembaga peradilan yang 
sama. Dalam pengertian ini, the rule of law menolak adanya pengecualian 
terhadap pegawai pemerintahan diatur dengan hukum khusus dan diadili di 
pengadilan khusus sebagaimana ditentukan dalam hukum adminstrasi (droit 
administratif)  yang ada di Perancis 36 . Ketiga, the rule of law berarti 
pengakuan bahwa hukum konstitusi bukan merupakan dari hak asasi 
manusia, melainkan sebaliknya, sebagai konsekuensi dari pengakuan atas 
hak asasi manusia37.  
Konsepsi the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey 
merupakan konsepsi awal yang lahir dalam kondisi negara Inggris di akhir 
abad XX. Dalam perkembangannya, konsepsi tersebut mendapatkan kritik 
antara lain dari O. Hood Philip yang menyatakan bahwa, Pertama yang 
disampaikan oleh Dicey merujuk pada umumnya dalam bidang hukum 
pidana. Di bidang hukum lain, misalnya hukum administrasi terdapat wilayah 
kebebasan bertindak atau diskresi. Apakah hal ini dapat disebut 
kesewenang-wenangan? Kedua, doktrin bahwa semua orang memiliki hak 
yang sama ternyata dalam kenyataan terdapat berbagai pengecualian. 
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Ketiga, adanya hukum administrasi tidak selalu diikuti dengan adanya 
pengadilan administrasi yang khusus, serta kalaupun ada, tidak dengan 
sendirinya merupakan bentuk perlakuan berbeda terhadap pegawai 
pemerintahan. Hukum administrasi di Perancis justru dapat dilihat sebagai 
bentuk perlindungan terhadap individu dan untuk mencegah penyalahgunaan 
kekuasaan oleh pegawai pemerintah38.  
Brian Thompson mengartikan the rule of law menjadi dua aspek, yaitu 
pertama, sebagai prinsip legalitas seperti pendapat Dicey dan para ahli 
hukum lain, dan kedua adalah sebagai doktrin politik hukum. Dalam 
pengertian yang kedua, hukum tidak hanya harus dipatuhi, tetapi hukum itu 
sendiri harus dimungkinkan digunakan sebagai pedoman dalam bertindak39. 
Paham rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum 
Eropa Kontinental. Ide tentang rechtsstaat mulai popular pada abad ke XVII 
sebagai akibat dari situas politik Eropa yang didominir oleh absolutisme 
raja40. Paham rechtsstaat dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat 
Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl41. Sedangkan 
paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey Pada Tahun 
1885 menerbitkan bukunya introduction to study of the Law of the 
Constitution. Paham rule of law bertumpu pada hukum anglo saxon atau 
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Common Law Sistem42. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant 
dalam bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtsstaat, 
mengemukakan konsep negara hukum dalam arti sempit, yang 
menempatkan fungsi rechts pada staat hanya sebagai alat perlindungan hak-
hak individual dan kekuasaan negara di artikan sebagai pasif, yang bertugas 
sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel 
Kant ini terkenal dengan sebutan nachtwachkerstaats atau 
nachtwachterstaat43.  
Friedrich Julius Stahl, memberikan pengertian negara hukum sebagai 
berikut: 
Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan 
sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada 
jaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-
jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) 
kebebasan itu tanpa dapat ditembus, negara harus mewujudkan atau 
memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, 
tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah 
pengertian negara hukum, bukan hanya misalnya, bahwa Negara itu 
hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, 
atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum 
pada umumnya tidak bertujuan dan isi daripada negara, melainkan 
hanya cara dan untuk mewujudkannya44.  
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Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan 4 (empat) unsur 
rechtsstaat,yaitu45:  
1. Perlindungan hak asasi manusia; 
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak 
itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias 
politica); 
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van 
bestuur); 
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
Selanjutnya Von Munch berpendapat bahwa unsur negara 
berdasarkan atas hukum ialah adanya46 :  
1. Hak-hak asasi manusia; 
2. Pembagian kekuasaan; 
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan 
keterikatan peradilan bahwa undang-undang dan hukum; 
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas (Verhalnismassingkeit); 
5. Pengawasan peradilan terhadap kepuusan-keputusan (penetapan-
penetapan) kekuasaan umum; 
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; 
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang. 
Uraian di atas menunjukkan bahwa konsepsi negara hukum memiliki 
dua akar yang berbeda, walaupun dalam perkembangannya mengalami 
persinggungan antara satu dengan lainnya. Moh. Mahfud MD menyatakan 
bahwa negara hukum dalam konsepsi rechtsstaat berakar pada sistem 
hukum civil law yang menitikberatkan pada administrasi dan mengutamakan 
wetmatigheid dan rechtmatigheid. Di sisi lain, the rule of law berakar pada 
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sistem hukum common law yang menitikberatkan pada aspek yudisial dan 
mengutamakan equality before the law47. 
Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum 
formil dan negara hukum materiil. Negara hukum formil adalah negara yang 
didasarkan pada hukum dalam arti formil dan sempit, yaitu peraturan 
perundang-undangan tertulis. Sedangkan negara hukum materiil memahami 
hukum mencakup penegrtian keadilan di dalamnya48. 
Pembagian menjadi negara hukum formil dan negara hukum materiil 
juga dikenal terkait dengan perkembangan fungsi negara. Menurut Moh. 
Mahfud MD, lahirnya konsep negara hukum yang revolusioner pada awalnya 
untuk menentang absolutis. Baik rechstaat maupun the rule of law 
berkembang pada abad XIX menitikberatkan pada individualisme. 
Pemerintahan hanya difungsikan sebagai penjaga malam 
(nachwachtersstaat) yang lingkup tugasnya sangat sempit, terbatas untuk 
menjalankan aturan hukum yang dibuat parlemen. Pemerintah bersifat pasif, 
hanya menjadi wasit atau pelaksana saja dari keinginan rakyat yang 
dituangkan dalam undang-undang. Kekuasaan pemerintah dibatasi secara 
ketat agar tidak terjerat ke dalam absolutisme seperti zaman sebelumnya. 
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Konsep negara hukum selanjutnya dikenal dengan konsep negara hukum 
formal. 
Setelah Perang Dunia I, konsep negara hukum formal dan paham 
individualisme mendapat kritikan karena melahirkan kesenjangan sosial dan 
ekonomi. Individualisme melahirkan dominasi pemilik modal dalam lembaga 
perwakilan rakyat dan membuat produk hukum yang menguntungkan 
kelompok itu sendiri, dan di sisi lain menindas atau mengeksploitasi 
kelompok masyarakat miskin. Menghadapi hal tersebut pemerintah tidak 
dapat melakukan hal apapun karena fungsinya hanya melakukan undang-
undang yang dibuat oleh parlemen dan tidak boleh ikut campur dalam 
kehidupan masyarakat. 
Keadaan tersebut melahirkan ketidakpuasan dan mendorong lahirnya 
gagasan negara kesejahteraan atau yang kemudian dikenal dengan istilah 
negara hukum materiil. Dalam konsep negara hukum materiil ini, pemerintah 
memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan warganya sehingga harus turut 
campur dalam kegiatan masyarakat. Pemerintah memiliki kebebasan 
bertindak untuk memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama harus 
mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan 
merakyat. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan yang luas dan kebebasan 
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turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara membuat 
pengaturan, penetapan, dan tindakan nyata49.  
Unger mengatakan bahwa munculnya paham negara kesejahteraan 
(welfare state) telah membawa dua pengaruh terhadap konsepsi negara 
hukum. Pertama, adalah perkembangan yang sangat pesat penggunaan 
standar terbuka dan ketentuan legislasi yang bersifat umum, adminstrasi, dan 
peradilan. Kedua, perubahan dari pendekatan hukum yang formalistik. 
Kepada pendekatan tujuan dengan menggunakan argumentasi hukum yang 
berorientasi pada kebijakan (policy-oriented styles of legal reasoning), serta 
perubahan dari keadilan formal kepada keadilan substansial50.  
Beradasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 
konsep negara hukum baik dalam paham rechtsstaat maupun paham the rule 
of law mengandung prinsip utama bahwa negara harus dijalankan atau 
diselenggarakan  berdasarkan aturan hukum. Dengan demikian, hukumlah 
yang menentukan penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan 
Pemilu. Selain itu di dalam teori negara hukum juga terkandung prinsip-
prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedudukan yang sama 
bagi setiap orang di hadapan hukum (equal before the law/ equal under the 
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law), dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara (separation of power/ 
division of power). 
Setiap negara memiliki sistem hukumnya masing-masing, dan setiap 
negara juga mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Karena itu, 
manifestasi negara hukum berbeda-beda antara satu negara dengan negara 
lainnya. Berdasarkan realitas tersebut, Randall Peerenboom membedakan 
dua konspesi negara hukum yaitu, Thin conception of the rule of law dan 
Thick conception of the of law. Konsepsi yang tipis hanya melihat pada aspek  
formal dan instrumental dari bernegara hukum tanpa melihat substansi 
hukumnya. Sepanjang telah ditentukan lembaga yang berwenang membuat 
hukum, hukum dibuat secara publik dan dapat diakses, hukum dapat 
dtegakkan, serta hukum dibuat untuk sebagian besar warga yang memiliki 
persamaan kedudukan di hadapan hukum itu, maka suatu negara sudah 
dapat disebut negara hukum. Sedangkan Thick conception, di samping 
mensyaratkan adanya aspek formal dan instrumental juga menjadikan materi 
yang ada di dalamnya serta moral politik sebagai indikator. Moral politik 
tersebut meliputi pengaturan perekonomian, bentuk pemerintahan, serta 
konsepsi hak asasi manusia51.  
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Konsepsi negara hukum modern juga dirumuskan oleh International 
Commission of Jurist, meliputi enam prinsip  yaitu52:  
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak individu, 
konstitusi juga harus menentukan cara prosedural untuk 
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
3. Adanya pemilihan umum yang bebas; 
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat; 
5. Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi; 
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan. 
 
B. Mahkamah Konstitusi 
1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa 
negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan 
atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada 
legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 
Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu 
substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah konstitusi sebagai 
lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang 
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ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara 
bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 
Sesuai dengan perintah konstitusi, pada tanggal 17 Agustus Tahun 
2003 harus sudah dibentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh karena 
itu, empat hari sebelumnya, yaitu tepat tanggal 13 Agustus 2003, diterbitkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
Keberadan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya 
pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap 
pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh 
tafsir ganda terhadap konstitusi. 
Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi53 adalah: 
1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan 
tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan 
berkeadilan. 
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2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan 
konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai denga tugas dan 
wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang 
pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan 
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi. 
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan 
pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang Tentang 
Mahkamah Konstitusi. 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dmaksud pada pasal 
24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 
kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. 
 
 
45 
 
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang 
dan berkewajiban untuk: 
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Memutus sengketa kewengan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Thaun 1945; 
3. Memutus pembubaran partai politik; 
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; 
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau 
wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia Tahun 
1945. 
Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan 
prinsip check and balances yang menempatkan semua lembaga negara 
dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam 
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penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan 
langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. 
Undang-undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) 
Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 bahwa 
“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-
undang”. 
Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai 
konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam undang-
undang dasar, undang-undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim 
konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai 
pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan 
partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel. 
Hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini memuat aturan 
umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai 
dengan karasteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan 
Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk melengkapi 
hukum acara menurut undang-undang ini. Mahkamah Konsitusi dalam 
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menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan 
kehkaiman, yang dilakukan secara cepat dan sederhana. 
Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi 
dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibenuk segala 
kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga undang-undang ini 
mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung 
setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi54.  
Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional 
tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain 
badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum 
itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ 
ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan 
organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut mahkamah konstitusi 
(constitutional court), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang 
(judicial review) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya mahkamah 
agung. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara 
keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat 
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diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa 
memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin 
hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkret 
ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional 
sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.55 
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hal-
hal yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya, baik di bidang teknis judisial maupun non 
judisial, seperti pengaturan organisasi dan administrasi Mahkamah 
Konstitusi. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana disebutkan di 
bawah ini, pasal 10 menyatakan: 
(1) Mahkamah Konstitsusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannnya bersifat final untuk: 
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
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b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. memutus pembubaran partai politik; dan 
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan 
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaiman dimaksud pada ayat (2) 
dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), yaitu berupa: 
a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap 
keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
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d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan 
martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 
adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana diatur dalam 
pasal 10, Mahkamah Kontitusi berwenang memanggil pejabat negara, 
pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. 
Sedangkan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi 
diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003. 
 Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi , 
personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan 
yang baik dan bersih. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi wajib 
mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka 
mengenai: 
1. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, diputus; 
2. Pengelolaan keuangan dan tugas adminstrasi lainnya; 
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Laporan sebagaimana dimaksud di atas dimuat dalam berita berkala yang 
diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini masyarakat mempunyai 
akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. 
C. Judicial Review di Indonesia 
Judicial review yang dapat juga disebut sebagai constitutional review 
yang memberikan wewenang kepada supreme court atau Mahkamah Agung 
untuk membatalkan sebuah UU (karena isinya berlawanan dengan konstitusi) 
pertama kali terjadi di Amerika Serikat, yakni yang dilakukan oleh Chief 
Justice John Marshall pada tahun 1803. Sebelum itu, memang ada 
kebisaaan tradisional yang memungkinkan hakim menyimpang atau tidak 
memberlakukan isi suatu UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 
Kebisaaan ini bukan dalam konteks membatalkan suatu UU melainkan 
sekadar menyimpang dan tidak menerapkan isinya dalam memutus kasus 
konkret. Chief Justice John Marshall adalah orang pertama dalam sepanjang 
sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan 
pembatalan suatu UU dalam bentuk judicial review atau constitutional review 
itu56. 
Di Indonesia, gagasan tentang judicial review untuk menjamin 
konsistensi isi UU terhadap UUD dan konstitusi telah lama muncul, bahkan 
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pernah dimuat di dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Di dalam UUD 1945 
yang asli (sebelum diamandemen), ketentuan tentang judicial review tak 
dimuat sama sekali. Tetapi, dalam UU No.14 Tahun1970 dan Tap MPRR No. 
III/MPR/1978 halitu diatur, meski tak dapat diimplementasikan dalam praktik. 
Barulah setelah diamandemen (pada amandemen ketiga tahun 2001), UUD 
1945 memuat ketentuan tentang judicial review yang dapat dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi untuk tingkat UU terhadap UUD dan oleh Mahkamah 
Agung untuk peraturan perundang-udangan di bawah UU terhadap peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Pada persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota Muhammad Yamin pernah 
mengusulkan pemuatan ketentuan di dalam UUD tentang hak Mahkamah 
Agung untuk menguji materiil UU terhadap UUD. Tapi, anggota BPUPKI lain, 
Soepomo, menolak usul Yamin itu. Menurut Soepomo, para ahli hukum 
Indonesia kala itu belum mempunyai pengalaman dalam hal pengujian 
undang-undang. Bagi Soepomo, negara muda seperti Indonesia belum 
waktunya mengerjakan persoalan itu. Apalagi, soal pengujian undang-
undang itu bukan kewenangan MA melainkan kewenangan semacam 
pengadilan spesifik, yaitu constitutional hof yang tugasnya memang khusus 
mengurusi konsistensi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 
konstitusi. Soepomo tampaknya mengikuti pemikiran bahwa lembaga yang 
 
 
53 
 
menguji matei UU adalah lembaga khusus di luar MA seperti Mahkamah 
Konstitusi. Pembicaraan uji materi oleh MA itu kemudian tak berlanjut karena, 
setelah mendapatkan tanggapan Soepomo, Yamin pun meminta agar 
pembicaraan itu ditunda. Maka, UUD 1945 yang belum diamandemen tidak 
menyinggung sama sekali judicial review itu. 
Dalam konstitusi RIS, yang berlaku karena adanya perubahan bentuk 
negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federal, dimuat 
ketentuan bahwa MA dapat menguji materi UU terhadap konstitusi hanya 
untuk UU yang dikeluarkan oleh negara bagian (Pasal 156 ayat (1). Tetapi, 
UU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal (Pusat) tak dapat diganggu 
gugat atau tak dapat diuji oleh MA (Pasal 130 ayat (2)). Bunyi lengkap Pasal 
156 ayat (1) Konstitusi RIS adalah: “Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-
pengadilan lain mengadili dalam perkara hukuman perdata, beranggapan 
bahwa suatu ketentuan peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu 
daerah bagian berlawanan dengan konstitusi ini, maka dalam putusan itu 
dinyatakan dengan tegas tak menurut konstitusi”. Adapun Pasal 130 ayat (2) 
Konstitusi RIS menyatakan penegasan bahwa “UU federal tidak dapat 
diganggu gugat”57.  
Ketika Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan dan 
menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusinya, ketentuan tentang judicial 
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review atas materi UU terhadap UUD juga tidak diakomodasi. Pasal 95 ayat 
(2) UUDS 1950 menegaskan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu 
gugat. 
Ketika Orde Lama di bawah Presiden Soekarno jatuh, gagasan untuk 
menghidupkan judicial review sebagai bagian dari politik hukum Indonesia 
menguat kembali. Apalagi, pada masa Orde Lama, muncul produk-produk 
hukum yang hierarkinya tidak jelas, mengingat pada waktu itu belum ada tata 
urutan peraturan perundang-undangan. Misalnya , ada penetapan Presiden 
(Panpres) yang hanya didasarkan pada Surat Presiden kepada Ketua DPR. 
Pada tahun 1966, belum adanya tata urutan peraturan perundang-
undangan itu kemudian diselesaikan dengan lahirnya Tap MPR 
No.XX/MPRS/1966. Pada tahun 1968, Panitia Ad Hoc MPRS 
merekomendasuikan pelembagaan judicial review, tetapi diolak oleh 
pemerintah sehingga usul itu pun kandas. Tetapi, aspirasi tentang itu terus 
bergulir sehingga pada tahun 1970 lembaga legislatif memasukkan ketentuan 
tentang judicial review di dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, meskipun ketentuan ini ternyata tak dapat 
menyentuh UU dan takdapat diimplementasikan. 
Latar belakang desakan akan perlunya pelembagaan judicial review itu 
adalah berkenaan dengan adanya, paling tidak, dua persoalan peraturan 
 
 
55 
 
perundang-undangan pada Zaman Orde Baru dulu. Pertama, pembuatan 
peraturan perundang-undangan didominasi oleh lembaga eksekutif. Pada 
zaman Orde Baru, selain perencanaan peraturan perundang-undangan 
terpusat di eksekutif, apa yang sudah disetujui oleh DPR pun bisa 
dimentahkan. Kedua, produk peraturan perundang-undangan yang tidak 
dapat dikontrol secara operasional melalui prosedur uji materi ternyata 
semakin mengakumulasikan persoalan hukum di Indonesia dan mendorong 
semakin menguatnya sentralisasi kekuasaan. 
Pada zaman Orde Baru, selain berlangsung keadaan yang executive 
heavy, tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk menjamin konsitemsi 
antarperaturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan 
sebagai himpunan konstitusi (konstitusi dalam arti luas yang mempunyai 
hubungan-hubungan hierarkis). Pada masa itu, UU di Indonesia didominasi 
oleh eksekutif sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, 
bahkan pengesahannya tergantung pada Presiden. Bisa dicatat, misalnya, 
kasus RUU Penyiaran yang dikembalikan ke DPR. Padahal, sebelum 
disahkan, ia sudah dibahas berbulan-bulan oleh DPR dan pemerintah58. 
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Seperti dikemukakan dia tas, pada awal masa Orde Baru, ketentuan 
tentang judicial review pernah dimasukkan di dalam UU No. 14 Tahun 1970, 
tapi dengan ketentuan yang sangat membatasi dan tidak mungkin 
dilaksanakan. Ketentuan yang sangat membatasi itu adalah: (1) Uji materi 
hanya bisa dilakukan MA untuk peraturan perundang-undanngan yang 
derajatnya di bawah UU; (2) Pemeriksaan data dilakukan pada tingkat kasasi; 
dan (3) Peraturan perunang-undangan yang terkena uji materi hanya bisa 
dinyatakan tidak berlak setelah dicabut sendiri oleh instansi yang 
mengeluarkannya. 
Ketentuan tentang judicial review kemudian dimasukkan lagi ke dalam 
Tap. MPR No.VI/MPR/1973 dan dituangkan lagi di dalam TapMPR No. 
III/MPR/1978 serta UU lain yang terkait seperti UU No.14 Tahun 1985. 
Tetapi, judicial review tak pernah dapat dilaksanakan secara operasional dan 
tak pernah ada produknya sampai jatuhnya rezim Orde Baru. Padahal, 
banyak sekali keluhan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang 
menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Sebelum akhirnya dijawab oleh Sidan MPR pada tahun 2000, di dalam 
wacana tentang pelembagaan judicial review pernah muncul tiga alternatif 
usulan. Pertama, judicial review dilakukan oleh MPR dengan alasan bahwa 
MPR, selain menetapkan UUD, kedudukannya dalam struktur 
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ketatanegaraan juga lebih tinggi dari lembaga legislatif ( Presiden dan DPR). 
Pemikiran ini didasarkan pada struktur ketatanegaraan era Orde Baru yang 
memang masih menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara 59 . 
Kedua, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Agung seperti yang berlaku 
di Amerika Serikat dalam rangka Trias Politika dan check and balances. 
Ketiga, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang 
pernah disinggung oleh Soepomo tentang Constitutional Hof ketika ia 
menolak pemberian hak uji materi kepada Mahkamah Agung seperti yang 
diusulkan oleh Muhammad Yamin. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga 
kekuasaan kehakiman yang diberi hak untuk melakukan uji materi UU 
terhadap UUD (constitutional review) dan beberapa tugas lain dalam masalah 
ketatanegaraan60.  
D. Putusan Dan Pelaksanaan Putusan 
1. Putusan 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56, pada dasarnya isi putusan 
hakim konstitusi dapat berupa 3 (tiga) macam, yaitu permohonan tidak 
terima, permohonan ditolak, serta permohonan dikabulkan. Sedangkan 
putusan gugur maupun putusan verstek tidak dikenal dalam hukum acara 
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Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemohon atau termohon tidak hadir dalam 
persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Ketidakhadiran 
pemohon dan termohon dalam persidangan akan merugikan kepentingannya 
sendiri karena tidak menggunakan kesempatan untuk memberikan 
pembelaan perkaranya dalam persidangan. 
1.  Permohonan Tidak Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) 
Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat 
diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) apabila permohonan melawan hukum 
atau tidak berdasarkan hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi 
berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memnuhi 
syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50 dan Pasal 51, maka amar 
putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 
Pasal 5061 menyebutkan bahwa : 
“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang 
yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”  
Sedangkan Pasal 51 menyatakan sebagai berikut : 
(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : 
a. perorangan warga negara Indonesia; 
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b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang; 
c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara 
(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya 
tentang hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon 
wajib menguraikan dengan jelas bahwa : 
a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan/atau 
b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
2. Permohonan Ditolak (Ontzigd) 
Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila 
permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang dimaksud 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya 
sebagian atau keseluruhan, maka amar putusannya menyatakan 
permohonan ditolak. 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa 
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian pula putusan Mahkamah 
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Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-
undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
3. Permohonan Dikabulkan 
Putusan menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu apabila 
permohonannya beralasan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa permohonan beralasan atau dalam hal pembentukan undang-undang 
dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan udang-undang 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan 
dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan 
ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Putusan Mahakamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib 
dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Terhadap materi muatan ayat, 
pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah di uji, tidak dapat 
dimohonkan pengujian kembali dikemudian hari (nebis in idem). Putusan 
Mahakamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan 
pada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. 
Di samping macam-macam isi putusan sebagaimana diuraikan di atas, 
untuk memberika gambaran putusan yang lebih jelas, maka berikut ini akan 
diuraikan lebih lanjut putusan dari masing-masing perkara yang menjadi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi karena masing-masing mempunyai 
karasteristik khusus yang membedakan satu sama lain. 
4. Konstitusional Bersyarat 
Putusan konstitusional bersyarat pertama kali dimuat oleh MK ketika 
memutus pengujian UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air62. 
Putusan tersebut memuat konstitusional bersyarat dalam bagian 
pertimbangan hukum, sebagaimana juga dikemukakan dalam Putusan 
Nomor 026/PUU-III/2005 tertanggal 26 Maret 2006, Putusan Nomor 
026/PUU-IV/2006 bertanggal 1 Mei 2007, Putusan Nomor 019/PUU-III/2005 
bertanggal 26 28 Maret 2006, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 bertanggal 
25 Juli 2006, Putusan Nomor 5 /PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007, 
Putusan Nomor 18/PUU-V/2007 bertanggal 21 Februari 2008 dan Putusan 
Nomor 21-22/PUU-V/2007 bertanggal 25 Maret 2008. Dalam 
perkembangannya, putusan model konstitusional bersyarat di samping 
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termuat dalam pertimbangan hukum juga dimuat pada bagian konklusi 
putusan, seperti pada Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 
Desember 2007 dan Putusan Nomor 29/PUU-V/2007 bertanggal 30 April 
2008. 
Sebenarnya pada bagian pertimbangan hukum dan/atau konklusi 
tersebut, MK mengirimkan pesan, menunjukkan arah, petunjuk, dan rambu-
rambu yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pembentuk undang-undang 
dalam merevisi, mengubah ataupun membuat undang-undang sehingga 
memenuhi syarat konstitusionalitas. Oleh karena addressat putusan MK 
seringkali tidak menindaklanjuti karena beranggapan kewajiban konstitusional 
hanya lahir dari putusan yang amarnya mengabulkan maka kemudian MK 
dalam putusan-putusan model konstitusional bersyarat mencantumkan pada 
bagian amar putusan dengan terlebih dahulu menyatakan mengabulkan 
permohonan. Artinya, permohonan dikabulkan secara bersyarat sesuai yang 
ditentukan MK. 
5. Inkonstitusional Bersyarat 
Selain mempraktikkan putusan model konstitusional bersyarat, dalam 
perkembangannya melaksanakan kewenangan menguji undang-undang 
terhadap UUD 1945, MK juga mengenalkan model putusan inkonstitusional 
bersyarat. Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan 
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konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, 
dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. 
Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali di praktikkan oleh MK 
dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang 
Pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, 
DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f UU Pemda yang melarang seseorang 
untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD 
serta sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala jika pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
Lahirnya model putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan 
pengalaman tidak efektifnya putusan konstitusional bersyarat sehingga 
secara karasteristik kedua model putusan tersebut tidak ada perbedaan. 
Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan model terbalik dari model 
putusan konstitusional bersyarat untuk mengabulkan permohonan pengujian 
undang-undang. Baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional 
bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum 
tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi 
kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran 
terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-
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undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya 
dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap 
mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Sifat deklaratif putusan tersebut merupakan pernyataan permulaan 
yang digantungkan kepada pelaksanaan norma yang diuji ataupun 
pembuatan undang-undang yang diuji di mana harus didasarkan pada 
tafsiran, arah, pedoman, dan rambu-rambu yang diberikan MK. Jika syarat 
yang ditentukan MK dipenuhi maka norma tersebut tetap dapat 
dipertahankan keberlakuannya meskipun pada dasarnya bertentangan 
dengan konstitusi. 
6. Model Putusan yang Merumuskan Norma Baru 
Prinsipnya, dalam model putusan ini, MK mengubah atau membuat 
norma baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga 
norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu 
masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan 
konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan 
kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu 
norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan 
legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak 
dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi 
inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
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dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahfud MD, MK 
boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya dalam hukum 
acara, bahkan secara ekstrim bisa keluar dari undang-undang apabila 
undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan63. Di lain pihak, Jimly 
Asshiddiqie 64  berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai negative 
legislator, yang berarti MK hanya dapat memutus sebuah norma dalam 
undang-undang bertentangan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma 
baru ke dalam undang-undang. Terlepas dari perbedaan di atas, MK dalam 
sejumlah putusannya telah membuat terobosan hukum yakni dengan 
membuat norma baru, salah satu diantaranya Putusan Nomor 102/PUU-
VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP dan Paspor 
dalam Pemilu. 
Berbeda dengan putusan lainnya, model putusan yang merumuskan 
norma baru didasarkan pada suatu keadaan tertentu dan dianggap 
mendesak untuk segera dilaksanakan. Ada problem implementasi jika 
putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma 
sementara norma tersebut, sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan 
namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam 
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penerapannya. Oleh karena itu, MK dalam putusannya kemudian 
merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan 
norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat 
sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil alih dalam 
pembentukan atau revisi undang-undang terkait. 
2. PELAKSANAAN PUTUSAN 
a. Hakikat Pelaksanaan Putusan 
Suatu perkara diajukan oleh pihak pemohon kepada mahkamah 
konstitusi adalah untuk mendapat pemecahan atau penyelesaian 
sebagaimana mestinya. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan 
putusan. Akan tetapi, dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai 
persoalannya karena putusan tersebut haruslah dilaksanakan  terlebih 
dahulu. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan karena 
berarti hak-hak pihak pemohon belum dapat dipulihkan secara nyata 
sebagaimana yang diharapkan. 
Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain 
ialah realisasi dari kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan untuk 
memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Pada asasnya 
putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah berkekuatan 
hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dalam hukum acara pada umumnya, 
yang disebut putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah putusan 
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yang sudah tidak dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum biasa, baik 
verzet, banding, maupun kasasi karena telah melewati tenggang waktu 14 
hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal 
yang membedakan dengan putusan mahkamah konstitusi adalah bahwa 
putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap 
dan bersifat final, sejak putusan dibacakan oleh majelis hakim konstitusi 
dalam persidangan. 
Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 
putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 
diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum. Di samping itu, dalam 
undang-undang mahkamah konstitusi tidak diatur tentang lembaga upaya 
hukum maupun mekanismenya bagi pihak yang merasa tidak puas atau 
dirugikan terhadap putusan mahkamah konstitusi. Oleh karena itu, putusam 
mahkamah konstitusi merupakan upaya yang pertama (the first resort) 
sekaligus sebagai upaya yang terakhir (the last resort) bagi para pencari 
keadilan. 
Dengan demikian, sejak putusan diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum, maka putusan mahkamah konstitusi menjadi bersifat 
final, defenitif, dan langsung mempunyai akibat hukum. Daya mengikat 
putusan mahkamah konstitusi bersifat “erga omnes”, yaitu memiliki kekuatan 
hukum yang mengikat tidak hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, 
tetapi juga mengikat pihak lain. 
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b. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Tentang tata cara pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi tidak 
diatur secara khusus dalam udang-undang mahkamah konstitusi. Meskipun 
demikian, mengenai tata cara pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi 
dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang 
mahkamah konstitusi maupun dari prinsip-prinsip eksekusi putusan 
pengadilan pada umumnya, terutama dalam eksekusi putusan pengadilan 
administrasi. 
Seperti diketahui bahwa hukum acara mahkamah konstitusi hendak 
melaksanakan hukum materil dari mahkamah konstitusi yang bersifat hukum 
publik. Oleh karena itu, hukum acara mahkamah konstitusi juga tunduk pada 
asas-asas hukum publik, termasuk mengenai tata cara eksekusi atau 
pelaksanaan putusannya juga hampir sama dengan hukum acara peradilan 
administrasi. 
Sebagaimana putusan peradilan administrasi pada umumnya, putusan 
mahkamah konstitusi memiliki daya ikat yang bersifat “erga omnes”. Untuk 
melaksanakan putusan mahkamah konstitusi tidak diperlukan lagi keputusan 
pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur 
lain. 
Demikian pula cara pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi adalah 
pelaksanaan putusan yang bersifat otomatis, yaitu sejak putusan mahkamah 
konstitusi dibacakan dalam persidangan atau dalam tenggang waktu tertentu 
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termohon tidak memenuhi putusan mahkamah konstitusi, maka dengan 
sendirinya putusan mahkamah konstitusi tersebut langsung mengikat dan 
mempunyai akibat hukum. 
Dalam perkara permohonan pengujian undang-undang misalnya, apabila 
ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-
undang dasar oleh mahakmah konstitusi, dengan sendirinya akan hilang 
kekuatan hukumnya dan tidak lagi mengikat. Dalam putusan mahkamah 
konstitusi yang menyatakan termohon tidak mempunyai kewenangan untuk 
melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, dalam waktu 7 hari 
pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan, dalam waktu 7 hari 
pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum. 
Dalam hal putusan mengabulkan permohonan pembubaran partai 
politik atau dalam perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum, 
pelaksanaan putusan dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada 
pemerintah atau membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan 
oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang 
benar. Selanjutnya, apabila putusna mahakmaha konstitusi menyatakan 
membenarkan pendapat DPR, mahkamah konstitusi memutuskan bahwa 
Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum 
seperti yang dituduhkan. 
Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan atau upaya-
upaya lain dari mahkamah konstitusi, misalnya surat peringatan dan 
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sebagainya. Selain itu, yang khas dari hukum acara mahkamah konstitusi 
adalah tidak dikenalnya lembaga pengeksekusi. Dengan demikian, putusan 
mahkamah konstitusi langsung dapat dilaksanakan serta mengikat, tanpa 
harus ada lembaga pengeksekusi. Jadi, cara eksekusi putusan seperti ini 
disebut eksekusi otomatis65.  
Pada dasarnya eksekusi putusan mahkamah konstitusi lebih 
menekankan self respect dan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang 
berperkara untuk melaksanakan putusan secara sukarela tanpa adanya 
upaya pemaksaan (dwang midelen) yang langsung dapat dirasakan dan 
dikenakan oleh pihak mahkamah konstitusi terhadap pihak-pihak 
bersangkutan. 
Meskipun demikian, tata cara pelaksanaan putusan seperti ini 
mempunyai beberapa kelemahan dan kekurangan karena normativasi hukum 
tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan. Di balik larangan 
terutamanya harus ada ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan. Sanksi hukum 
sampai saat ini masih merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga 
wibawa hukum atau dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap 
hukum. Ketidakpatuhan pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan 
putusan mahkamah konstitusi sediki banyak dapat mempengaruhi 
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kewibawaan mahkamah konstitusi, pelecehan terhadap mahkamah 
konstitusi, dan bukan mustahil jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, 
masyarakat semakin tidak percaya kepada mahkamah konstitusi, dan apabila 
masyarakat cenderung melanggar hukum, bukanlah merupakan perbuatan 
yang berdiri sendiri. 
Dalam kaitan ini misalnya, pimpinan peradilan bersikukuh menolak 
putusan mahkamah konstitusi, yaitu tetap tidak mengakui organisasi advokat 
lain selain yang disebutkan di dalam Undang-Undang Advokat. Padahal, 
sudah ada putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa 
penyebutan delapan organisasi advokat di dalam undang-undang tidak 
bersifat limitatif. 
Seperti diketahui, bahwa berdasarkan putusan yang dibacakan majelis 
hakim mahkamah konstitusi pada tanggal 18 oktober 2004 sehubungan 
dengan permohonan judicial review terhadap undang-undang nomor 18 
tahun 2003 yang diajukan APHI menyatakan bahwa penyebutan delapan 
organisasi advokat di dalam pasal 32 ayat (3) tidak bersifat limitatif, tetapi 
terbuka pada organisasi advokat lain yang telah terbentuk sebelum undang-
undang a quo diundangkan. Sejak keluarnya putusan mahkamah konstitusi 
tersebut sampai sekarang, peradilan tidak pernah menanggapi permintaan 
agar keberadaan APHI diakui dan menjadi bagian peradilan. Padahal, pihak 
APHI telah mengajukan surat berkaitan dengan permohonan tersebut 
sebanyak dua kali, yaitu pada 2004 dan terakhir pada April 2005. 
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Sementara itu, Wakil Ketua Umum Peradi, Indra Sahnun Lubis Indra 
dengan tegas menyatakan tetap menolak masuknya APHI menjadi organisasi 
advokat ke Sembilan di Peradi. Pasalnya, dia khawatir jika Peradi sudah 
mengakomodir APHI, akan banyak organisasi advokat lain yang minta untuk 
diperlakukan serupa. 
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BAB 3 
Metedologi Penelitian 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian dilakukan diberbagai perpustakaan dan internet. 
Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di Makassar, 
khususnya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Pribadi 
(koleksi buku pribadi milik penulis). 
B. Jenis dan Sumber  Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 
(dua) jenis data, yakni : 
a. Data Primer , yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan 
perundang-undangan, media cetak, majalah, karya tulis yang memiliki 
hubungan dengan penulisan karya ilmiah penulis. 
b. Data Sekunder, yakni media internet, media eletronik yang memilik 
hubungan dengan penelitian ilmiah penulis juga data lain berupa Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Black’s Law Dictionary, maupun Eksiklopedia. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
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Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal, peraturan perundang-
undangan, majalah hukum, dan literatur hukum yang berhubungan dengan 
peanelitian yang penulis lakukan. 
D. Analisis Data 
Data yang bisa diperoleh penulis didapat dari studi pustaka dan merupakan 
data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode 
kualitatif preskriptif yaitu suatu analisis yang memberikan penilaian terhadap 
suatu hal tertentu secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan. 
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BAB 4 
PEMBAHASAN 
A. Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 
1. Pendapat dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 
Gustav Rarburch66mengemukakan bahwa seharusnya dalam suatu 
putusan mengandung idée des recht atau cita-cita hukum, yang meliputi 
unsur keadilan (gerectigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheid), dan 
kemanfaatan (zweekmasigkeit). Ketiga unsur tersebut sedapat mungkin 
harus diakomodir dalam satu putusan secara proporsional. 
Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkarayang penting bukanlah 
hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (ius curia novit), 
melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai 
duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusannya, 
bukan secara apriori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu 
mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya67. 
Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim 
dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah 
dianggap cukup, hakim harus menentukan peraturan hukum yangakan 
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diterapkan. Menyangkut tentang peraturan hukum yang dapat diterapkan 
untuk mnyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan 
bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim melakukan penelitian 
dalam rangka menemukan hukum (rechtvinding/jufge made law). Dengan 
demikian, hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat 
menjatuhkan putusan yang objektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsur 
apa pun kecuali sikap objektivitas dan rasa keadilan itu semata68. 
Dengan demikian, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh 
hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan 
dalam sidang dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa antara para pihak69, berikut ini adalah pendapat dan 
amar putusan MK dalam pekara nomor 14/PUU-XI/2013 pada pokoknya 
menyatakan Mahkamah harus mempertimbangkan pemberlakuan 
penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara 
serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini70: 
a. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 
telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara 
pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian 
rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh 
penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan 
seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga 
apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang 
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berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang 
akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan 
umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi 
terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. 
Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada 
tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 
1945; 
b. Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 
dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan 
persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai 
dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) 
UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah 
diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan 
untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan 
Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 
2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa 
tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai 
untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan 
komprehensif; 
c. Langkah membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan 
inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD 1945 suatu 
Undang- Undang pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 
012-016- 019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Menurut 
putusan Mahkamah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling 
lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut; dan juga 
dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2006 
mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, yang 
hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah 
sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan; 
d. Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan 
Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tersebut, maka dalam perkara ini 
pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan 
menangguhkan pelaksanaan putusan a quo sedemikian rupa sampai 
telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 
tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah a 
quo dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah 
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berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya 
hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun 
bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda 
penting ketatanegaraan; 
e. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 
ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 
112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres 
dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang 
diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya 
harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. 
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 
sebagai berikut71: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan 
Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan 
Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk 
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum 
seterusnya; 
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 
 
2. Konstitusionalitas Putusan 
Konsep konstitusionalitas adalah persoalan cakupan pengertian 
konstitusionalitas itu sendiri. Apakah yang menjadi alat pengukur untuk 
menilai atau menguji sesuatu, secara materiil ataupun formil, dapat dikatakan 
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konsitusional, inkonstitusional, atau ekstra konstitusional? apakah konstitusi 
itu dapat diidentikkan dengan pengertian undang-undang dasar (grondwet 
atau gerundgezets). 
Konstitusi jelas tidak identik dengan naskah undang-undang dasar. 
Kerajaan Inggris adalah contoh yang paling mudah untuk disebut mengenai 
negara yang tidak mempunyai naskah konstitusi dalam arti tertulis secara 
terkodifikasi seperti umumnya negara lain di dunia72. Akan tetapi, semua ahli 
sepakat menyebut Kerajaan Inggris (United Kingdom) sebagai salah satu 
contoh negara berkonstitusi atau constitusional state atau monarchi 
konstitusional (constitutional monarchy)73. Artinya, konstitusionalitas itu tidak 
hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah undang-undang dasar. 
Karena itu, dalam penjelasan UUD 1945 yang asli, terdapat uraian yang 
menyatakan bahwa undang-undang dasar itu hanyalah sebagian dari 
konstitusi tertulis. Di samping konstitusi yang tertulis itu masih ada konstitusi 
yang tidak tertulis, yaitu yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam 
praktek-praktek ketatanegaraan. 
Oleh karena itu, untuk menilai atau menguji konstitusionalitas, kita dapat 
mempergunakan beberapa alat pengukur atau penilai, yaitu (i) naskah 
undang-undang dasar yang resmi tertulis; beserta (ii) dokumen-dokumen 
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tertulis yang terkait erat dengan naska undang-undang dasar itu, seperti 
risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, 
peraturan tata tertib dan lain-lain; serta (iii) nilai-nilai konstitusi yang hidup 
dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan 
kegiatan bernegara; dan (iv) nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif 
rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang 
dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam 
perikehidupan berbangsa dan bernegara74.  
Dengan demikian, pengertian konstitusionalitas itu bukanah konsep 
yang sempit yang hanya terpaku kepada yang tertulis dalam naskah UUD 
1945 saja. Keempat hal tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian 
sumber dalam keseluruhan tatanan hukum tata negara atau constitutional law 
yang dapat dijadikan alat pengukur atau penilai dalam rangka pengujian 
konstitusionalitas. 
Sesungguhnya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa 
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” maka 
jelas selain hukum baik yang merujuk pada tatanan nilai yang ada dalam 
masyarakat maupun norma tertulis yang ada dalam peraturan perundang-
undangan, hakim dalam hal ini hakim konstitusi juga dituntut untuk 
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mewujudkan keadilan. Dalam rangka mewujudkan keadilan itulah MK diberi 
ruang untuk melakukan upaya-upaya pembaruan yang memang tidak 
selamanya dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pun begitu halnya yang terjadi dalam putusan MK nomor 14/PUU-
XI/2013 MK melakukan penangguhan semata-mata demi menjaga agar tidak 
terjadi kekosongan hukum yang merupakan sesuatu hal yang tidak 
diniscayakan dalam suatu negara hukum, juga demi menjamin bahwa hak 
warga negara untuk memilih pemerintahnya dapat diwujudkan melalui suatu 
pemilihan umum. Putusan MK mesti memiliki daya prediktibelnya agar 
putusan tersebut tidak percuma, maka untuk mewujdukan kemanfaatan MK 
melahirkan putusan demikian agar tidak terjadi kekacauan dalam dinamika 
pemilihan umum di Indonesia, dan sifat prospektif ke depannya pun 
dipertimbangkan, dapat dilihat dalam pertimbangan MK bahwa perlu untuk 
mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut 
tentang Pemilu, juga perlunya mempersiapkan kesadaran politik masyarakat 
pemilih. 
3. Klasifikasi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Berdasarkan Sifatnya 
dan Kualitas Putusan 
a. Klasifikasi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 
1) Putusan Mk Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai Putusan yang 
Bersifat Ultra Petita 
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Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan 
putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada apa 
yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang 
diminta75.  
Dalam pengujian UU Pilpres pada nomor register 14/PUU-XI/2013 yang 
pada pokoknya menginginkan pelaksanaan Pemilu secara serentak, para 
pemohon dalam petitum bermohon agar MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), 
Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Pasal-Pasal tersebut dalam UU a 
qou tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan tersebut telah 
sesuai sebagaimana isi putusan MK yang di atur dalam Pasal 57 ayat (1) 
bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal , dan/atau bagian undang-undang 
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 
Namun kendati petitum para pemohon telah menyatakan permohonan 
demikian, sebaliknya MK dalam amar putusannya selain pada angka 1 
                                                          
75
http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html diakses pada 
Jumat 19 September 2014. Pukul 13.30 Wita 
 
 
83 
 
menyatakan mengabulkan permohonan pemohon sebagian dengan 
menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat 
(2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. MK pada angka 2 menyatakan bahwa amar putusan dalam 
angka 1 tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 
2019 dan pemilihan umum seterusnya. Sehingga MK dalam amar 
putusannya telah mengabulkan lebih dari apa yang dimohonkan oleh 
pemohon dalam petitumnya. 
Putusan MK yang demikian, mengatur sendiri waktu berlakunya akibat 
hukum putusan a qou (menangguhkan) memang bukanlah hal yang baru, 
sebelumnya MK telah melakukan sebanyak dua kali putusan yang bersifat 
serupa, namun seyogianya ketiga putusan MK tersebut telah menyimpang 
dari perintah Pasal 58 UU MK yang menyatakan “Undang-Undang yang diuji 
oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang 
menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan penafsiran 
a contrario maka seharusnya setelah dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945, UU tidak memiliki kekuatan berlaku. Hal ini pun senada dengan 
ketentuan dal Pasal 47 UU MK bahwa “Putusan MK memperoleh kekuatan 
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk 
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umum”, sehingga jika kita menggunakan penasiran gramatikal maka putusan 
MK segera memiliki kekuatan mengikatnya dan tidak terdapat ruang untuk 
menangguhkan kekuatan mengikat atau akibat hukum dari putusan tersebut. 
Peraturan MK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang secara expressis verbis tidak 
menentukan soal ultra petita. Sebelumnya dalam UU MK Pasal 57 Ayat (2a) 
diatur mengenai pelarangan MK untuk memuat amar selain yang dimaksudan 
pada ayat (1) dan ayat (2);  larangan memuat amar perintah kepada pembuat 
undang-undang; dan  Ketentuan larangan merumuskan norma baru sebagai 
pengganti norma yang telah dibatalkan. Namun seluruh ketentuan dalam 
Pasal 57 ayat (2a) tersebut telah dibatalkan oleh MK melalui putusannya 
nomor 48/PUU-IX/2011 tertanggal 18 Oktober 2011. Maka dengan penafsiran 
a contrario MK menjadi boleh untuk melakukan ultra petita dan positive 
legislature, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah 
ditegaskan dalam Pasal 24 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan” dalam menegakkan hukum dan keadilan 
itulah MK dituntut untuk terus berinovasi melakukan penafsiran, bahkan juga 
penemuan hukum semata-mata untuk mencapai tujuan hukum. Hal ini pun 
sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) UU 
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Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan 
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.  
Amar dalam putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 yang meskipun 
melebihi dari petitum yang dimohonkan oleh pemohon senyatanya dilakukan 
MK untuk semata-mata melerai adanya kekosongan hukum, dan agar 
tahapan Pemilu yang telah memasuki persiapan tidak menjadi kacau balau, 
juga agar masyarakat dapat membangun budaya politik dan bersiap-siap 
dengan bentuk pemilihan yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2019 
nanti, hal ini penting karena partisipasi masyarakat sebagai pemilih akan 
sangat memengaruhi kualitas demokrasi dan legitimasi pemimpin. 
Dalam beberapa putusannya MK telah memutuskan melebihi dari yang 
dimohonkan (ultra petita) sehingga dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) 
bentuk yaitu: pertama, MK dalam menetapkan inkonstitusional pasal yang 
merupakan jantung undang-undang dan sebagai dasar operasionalisasi 
pasal-pasal yang lain (bagian atau seluruh pasal UU) MK menyatakan tidak 
mengikat bagian atau UU secara keseluruhan. Kedua, termasuk jika bagian 
dalam pasal yang diuji inkonstitusional, maka diputuskan bagian dari dalam 
pasal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, MK menyatakan 
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menunda tidak berlakunya UU yang dinyatakan inkonstitusional meskipun 
dalam permohonan tidak diminta76.  
2) Putusan Mk Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai Putusan yang 
Bersifat Positive Legislature 
Pada konteks putusan MK yang bersifat positive legislature putusan MK 
akan bersifat constitutive, dalam arti putusan MK akan melahirkan keadaan 
hukum baru yang bersifat mengatur. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 ini 
pun melahirkan suatu keadaan hukum yang dilematis, dalam satu keadaan 
putusan tersebut telah menyatakan bahwa ayat, pasal, dan/atau bagian dari 
undang-undang yang diuji dinyatakan inkonstitusional namun dalam diktum 
putusan tersebut sendiri justru menyatakan waktu keberlakuannya, 
sementara putusan MK harusnya memuat amar yang isinya77, menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima jika pemohon dan/atau permohonannya 
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 
Undang-undang MK, amar putusan menyatakan permohonan ditolak jika 
undang-undang yang diuji materilkan tidak bertentangan dengan UUD 1945, 
baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan,  
dan amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dengan menyatakan 
tegas materi muatan ayat, pasal, an/atau bagian dari undang-undang yang 
bertentangan dengan UUD 1945 serta dalam hal pembentukan undang-
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undang dimohon uji materilkan tidak memenuhi ketentuan pembentukan 
undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan juga menyatakan 
permohonan dikabulkan. 
Dalam hal 78  putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa 
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan 
dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka 
semestinya dalam amar putusan MK dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 
harusnya cukup memuat amar putusan sebagaimana di atas, dan apabila 
memuat lain yang sifatnya mengatur dan menimbulkan norma baru maka 
putusan MK tersebut dapat digolongkan dalam klasifikasi putusan yang 
bersifat positive legislature. 
Ramlan Surbakti menyatakan kecenderungan MK mengambil 
keputusan berupa positive legislature sangat berbahaya karena dua alasan, 
yaitu (1) MK yang seharusnya jadi pengawal konstitusi justru jadi perusak 
konstitusi karena mengambil alih tugas DPR, dan (2) MK akan jadi saluran 
kepentingan politik golongan atau kelompok yang gagal memasukkan 
kepentingan politik golongan atau kelompok yang gagal memasukkan 
kepentingannya menjadi bagian undang-undang79. 
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Lain lagi menurut Adnan Buyung Nasution yang menyatakan beberapa 
putusan MK telah melebihi petitum. Oleh karena itu, MK dapat dikatakan 
telah melanggar doktrin yang berlaku umum. MK yang demikian amat 
berbahaya bagi konsep negara hukum itu sendiri, karena akan 
membangunkan ular tidur dari aliran pikiran dan kekuatan-kekuatan politik di 
negara yang sejak semula menolak adanya lembaga MK, karena berpegang 
teguh pada asas volksovereniteit (asas kedaulatan rakyat)80. Adnan Buyung 
dalam hal ini lebih condong pada prinsip supremasi perlemen dalam sistem 
ketatanegaraan. Dalam hal ini Adnan Buyung menyatakan bahwa MK harus 
menyadari dirinya bahwa dasar kehirannya (raison d’etre) adalah untuk 
menjaga kehidupan konstitusional di negara Indonesia, tegasnya untuk 
menjaga agar tidak ada satu undang-undang pun yang melanggar konstitusi. 
Dengan perkataan lain, itulah dasar filosofis negara konstitusional di mana 
MK merupakan bentengnya. 
Berkebalikan dengan pandangan-pandangan yang resisten tersebut, 
jaringan sosial lebih melihat bukan pada sifat putusan, apakah itu ultra petita 
atau merangsek ke ranah legislative, melainkan lebih pada sisi kemanfaatan 
putusan yang memang dirasakan sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan 
dalam masyarakat. Karena itulah, jaringan sosial setuju dengan adanya 
putusan MK yang bersifat positive legislature terutama untuk mengisi 
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kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan masyarakat. Sebenarnya di 
dalam KPU sendiri sempat terjadi perdebatan panjang antara untuk bertindak 
langsung melaksanakan putusan MK atau menunggu penggantian UU. 
Karena itu, KPU berharap seharusnya pembentuk undang-undang segera 
menindaklanjuti setiap putusan MK yang menghendaki tindaklanjut legislasi. 
Malahan, agar KPU mantap dan jelas, putusan MK yang bersifat mengatur 
sebaiknya diatur dalam Undang-undang MK 81 . Agar MK tidak menjadi 
diktator, dalam arti hakim tidak sebebas-bebasnya membuat putusan yang 
bersifat mengatur, maka perlu diatur asal tidak menimbulkan masalah dan 
dibatasi supaya tidak keluar dari konteks perkara yang sedang di bahas. 
Meskipun sebenarnya, hakim MK memiliki landasan untuk membuat putusan 
yang bersifat positive legislature karena hakim itu bisa menjalankan 
peraturan, menafsirkan peraturan kalau peraturannya belum jelas, atau 
membuat hukum kalau belum ada aturannya, namun hakim MK tetap saja 
perlu dibatasi supaya tidak sewenang-wenang dalam membuat putusan82.  
Kembali ke putusan MK yang bersifat positive legislature, apabila dilihat 
dari kacamata legal formal, memang putusan tersebut tidak berdasar hukum 
atau melanggar hukum. Akan tetapi, kalau dilihat dari kacamata keadilan 
subtantif, maka putusan yang bersifat mengatur sangat penting untuk 
dilakukan, bahkan tidak bisa dikatakan melanggar hukum. Untuk itu, menurut 
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Martitah 83  supaya putusan MK itu ada dasar hukumnya dan tidak 
dipertanyakan lagi oleh para pihak, maka putusan MK tersebut perlu diatur 
dalam Undang-undang MK. 
Salah satu dasar MK membuat putusan yang bersifat putusan positive 
legislature ialah untuk mengisi kekosongan hukum, terutama yang terjadi 
setelah MK membatalkan suatu norma dalam Undang-undang. Jika MK tidak 
bertindak demikian hanya sangat mungkin akan terjadi kekosongan hukum. 
Andi Tri Haryono, Ketua LSM DEWA ORGA (Democracy Watch 
Organization), mengatakan bahwa putusan MK yang positive legislature 
sesungguhnya merespon keinginan masyarakat dalam rangka melaksanakan 
check and balances antar lembaga negara, namun demikian perlu diatur dan 
dibatasi agar tidak kebablasan84.  
Martitah berpendapat bahwa pendapat yang menentang putusan MK 
yang bersifat positive legislature tampaknya lebih didasari oleh dominasi 
pemikiran normative-legalistik, sehingga putusan-putusan MK yang tidak 
sejalan dengan teks undang-undang dianggap membahayakan hukum itu 
sendiri. Pendapat yang demikian ini karena tidak melihat secara arif 
kemanfaatan dari putusan MK yang bersifat positive legislature yang secara 
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faktual dapat mengisi kekosongan hukum dan mencegah terjadinya 
kekacauan (chaos) dalam masyarakat85.  
Terkait dengan pelaksanaan putusan MK, sebagaimana telah 
disinggung sebelumnya, terdapat dua jenis putusan MK. Pertama, putusan 
yang bersifat self executing. Artinya putusan MK dapat dilaksanakan tanpa 
pengaturan lebih lanjut oleh lembaga negara yang berwenang. Kedua, 
putusan yang bersifat non self executing yakni putusan yang membutuhkan 
pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, Ali Safaat86 
menyatakan bahwa “mengingat norma dalam undang-undang adalah satu 
kesatuan sistem, maka ada pelaksanaan putusan yang harus melalui 
tahapan-tahapan tertentu, tergantung pada substansi putusan. Ada putusan 
yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau 
perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih 
dahulu oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, baik putusan MK 
yang memerlukan pengaturan atau perubahan undang-undang maupun 
putusan yang sifatnya self executing keduanya tetaplah membutuhkan tindak 
lanjut implementasinya dalam kasus-kasus konkret oleh pihak-pihak yang 
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berwenang. Model pelaksanaan putusan MK dalam pengujian undang-
undang tersebut dapat disajikan pada bagan di bawah ini87: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengapa putusan MK dapat bersifat non-self executing atau self executing ? 
alasannya ialah karena norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan 
sistem yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh 
karenanya, ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan 
tertentu, ada pula yang dapat berlangsung tanpa tahapan yang rumit, 
bergantung pada substansi putusan itu sendiri. 
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Putusan yang langsung dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan 
norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada karenanya 
tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut88. Tindak lanjut putusan MK yang 
seperti ini dapat berupa undang-undang, Perppu, PP ataupun peraturan 
pelaksanaan lainnya dari instansi yang terkait, misalnya peraturan KPU. 
Hanya saja yang harus dicatat, dibutuhkan atau tidaknya peraturan 
pelaksanaan, putusan MK tetap membutuhkan pelaksanaan dalam tataran 
konkret. 
Menurut teori bekerjanya hukum oleh Robert B Seidman dan William 
J. Chambliss, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari 
pengaruh dan asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan 
sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana 
pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik 
dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas 
dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-
kekuatan sosial dan personal tersebut terutama keuatan-kekuatan politik 
pada saat hukum itu dibentuk. 
Sehingga jika dikaitkan dengan pertimbangan mahkamah sebelum 
akhirnya menuangkan dalam amar yakni bahwa tahapan penyelenggaraan 
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pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu 
pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. 
Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh 
penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh 
masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 
3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan 
tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam 
perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat 
ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama 
karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan 
pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena 
bertentangan dengan UUD 1945. 
Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan 
ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan 
pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum 
untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan 
secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih 
lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika 
 
 
95 
 
aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi 
menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara 
serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka 
waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak 
cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik 
dan komprehensif; 
Maka dalam perkara ini pembatasan akibat hukum hanya dapat 
dilakukan dengan menangguhkan pelaksanaan putusan a quo sedemikian 
rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga 
Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 
Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah 
a quo dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota 
Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat 
memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran 
politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk 
mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan. 
Sehingga jika kita kerucutkan, yang menjadi alasan MK melakukan 
penerobosan kembali dengan mengabaikan perintah pasal 47 dan 58 UU MK 
dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah dengan dua pertimbangan 
yakni : pertama, mencegah terjadinya kekosongan hukum, dan yang kedua 
kesiapan masyarakat akan budaya hukum dan kesadaran politik dengan 
bentuk yang terbilang baru setelah beberapa Pemilu Legislatif dan Pilpres 
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sebelumnya memang diselenggarakan secara terpisah. Maka langkah yang 
dilakukan MK ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang sifatnya positive 
legislature, yakni melahirkan keadaan hukum baru dengan cara 
menangguhkan putusan a quo, putusan tersebut harusnya menimbulkan 
keadaan hukum dimana pasal atau ayat yang bersangkutan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikatnya lagi, akan tetapi dengan menangguhkan akibat 
hukum putusan tersebut maka keadaan hukumnya menjadi berbeda, yakni 
pasal atau ayat dalam UU a quo tetap berlaku. Meskipun secara aspek 
kenyataan kita melihat tak ada yang berubah (pemilihan legislatif dan 
presiden tetap terpisah) namun keadaan tersebut terjadi karena adanya 
keadaan hukum yang berubah sehingga menyebabkannya demikian. 
4. Kualitas Putusan 
Perdebatan yang cukup alot perihal putusan MK yang sifatnya dapat 
dikatakan menerobos peraturan perundang-undang dalam hal ini Undang-
undang MK sebagai payung huk um keberadaan MK serta segala bentuk 
pelaksanaan kewenangan oleh MK menyisakan banyak pertanyaan, seperti 
misalnya bagaimanakah kemudian kualitas putusan MK dari aspek legalitas 
dan legitimasinya. 
Legalitas (Legality) dipahami sebagai akuntabilitas yang tinggi terhadap 
peraturan perundang-undangan. Legalitas tidak sama dengan legalisasi yaitu 
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pengembangan peraturan dan formalitas prosedural. Weber menyatakan 
bahwa legalitas dapat dipandang sah dengan menilik (a) kesepakatan 
sukarela antar pihak-pihak yang berkepentingan, (b) penerapan oleh otoritas 
yang diakui dan dengan demikian berujung pada kepatuhan89.  
Dalam perspektif positivisme, kepercayaan terhadap legalitas memiliki 
perbedaan dengan legitimasi. Secara umum, legitimasi dapat diartikan 
sebagai kandungan suatu khaidah yang melahirkan kepatuhan sebab ia 
menunjukkan kepercayaan bahwa khaidah atau institusi muncul dari proses 
yang benar dan terlaksana sesuai prinsip-prinsip kebenaran yang diterima 
secara umum. 
Carl Joachim Friedrich, mengemukakan bahwa legalitas memiliki 
perbedaan dengan legitimasi. Legalitas hukum berdasar pada kesesuaiannya 
dengan hukum positif, sedangkan legitimasinya bersandar pada kebenaran90. 
Miriam Budiarjo menyatakan, bahwa legitimasi (legitimacy atau 
keabsahan) adalah keyakinan warga masyarakat atas wewenang yang ada 
pada seseorang, kelompok, atau penguasa sebagai hal yang wajar dan patut 
dihormati. Kewajaran ini didasari persepsi, bahwa pelaksanaan wewenang itu 
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sudah sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang diterima secara luas 
dalam masyarakat, serta sesuai pula dengan ketentuan dan prosedur yang 
sah, sehingga warga masyarakat menganggap wajar untuk patuh pada 
keputusan penguasa yang bersangkutan91.  
Thomas M. Frank menguraikan premis dasar yang membangun teori 
legitimasi adalah bahwa kepatuhan pada suatu norma disebabkan karena 
norma tersebut dinilai terbentuk melalui proses yang benar. Frank 
mengemukakan empat faktor yang menentukan kepatuhan pada norma, yaitu 
(a) determinasi, (b) validasi simbolik), (c) koherensi, dan (d)adherence. 
Determinasi merujuk pada kejelasan (Akurasi) norma; validasi simbolik 
merujuk pada adanya praktik prosedur atau kegiatan yang menunjukkan 
kepentingan; koherensi berkaitan dengan prinsip-prinsip rasional yang 
melandasi eksistensi suatu norma; dan adherence berkaitan adanya khaidah 
sekunder yang dipergunakan untuk menafsirkan dan menerapkan khaidah 
primernya92.  
Merujuk pada pendapat di atas, maka legitimasi dalam arti luas 
sebetulnya meliputi pula aspek legalitas. Demikianlah sehingga Magniz 
Suseno menyatakan adanya tiga kemungkinan kriteria legitimasi yaitu 
legitimasi sisiologis, legalitas, dan legitimasi etis. 
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Dengan demikian, legitimasi sangatlah variatif dalam muatan dan 
efeknya. Dasar legitimasi yang berbeda akan secara berbeda memengaruhi 
kontrol dalam menjalankan kekuasaan dan peluang-peluang untuk 
melakukan kritik atas otoritas. 
Dalam konteks lain, John Elster menyebutkan tiga tipe legitimasi yaitu 
legitimasi hulu (upstream legitimacy), legitimasi proses (process legitimacy), 
dan legitimasi hilir (downstream legitimacy). Legitimasi hulu berhubungan 
dengan lembaga pembuat kebijakan, legitimasi proses berkenaan dengan 
prosedur pengambilan keputusan, dan legitimasi hilir terkait dnegan ratifikasi 
(pengesahan). 
Secara teoritik, legitimasi atas suatu instrumen hukum mencakup tiga 
dimensi, yaitu sosial , politik dan moral dalam hal ini adalah etik. Dimensi 
sosial legitimasi terkait dengan adanya relasi kepentingan (self-interest) yang 
membuat masyarakat yang bersangkutan dapat menerima eksistensi suatu 
khaidah sebagai instrumen yang mengikat. Legitimasi social secara empiris 
tampak dari adanya perilaku yang berulang-ulang dipratikkan dengan 
kesamaan latar belakang tindakan. 
Dimensi politik legitimasi berkaitan dengan pengakuan atas perilaku 
tersebut di atas. Pengakuan dalam hal ini diperoleh dari elemen kekuasaan 
yang memiliki relasi kewenangan untuk mengatur perilaku tersebut. 
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Menurut Paul Bohannan,  hukum adalah aturan-aturan atau kebiasaan-
kebiasaan yang mengalami proses pelembagaan kembali 
(reinstitutionalized). Artinya, kebiasaan-kebiasaan dari lembaga masyarakat 
tertentu diubah sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan oleh lembaga 
masyarakat lainnya yang memang dibentuk untuk maksud itu93.  
Reinstitusionalisasi berlangsung dalam dua proses. Pada tahap 
pertama adalah “single institusionalization” di mana prilaku individu 
melembaga menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Pada tahap kedua 
adalah “double institusionalization” yakni kebiasaan yang telah melembaga 
dalam masyarakat itu kemudian dikukuhkan dalan bentuk khaidah hukum. 
Reinstitusionalisasi khaidah hukum disebut pula sebagai proses “double 
legitimacy” atau pemberian ulang legitimasi94.  
Bertolak dari konsep “reinstitusionalization of norms” dari Bohannan 
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suau khaidah pada awalnya 
memperoleh legitimasi sosial dan sesudahnya akan menjadi khaidah hukum 
setelah memperoleh legitimasi politik dari elemen kekuasaan yang ada pada 
masyarakat yang bersangkutan. 
Dimensi lain legitimasi adalah dari segi etik (moral). Dalam konteks ini 
legitimasi sebagai suatu intrumen didasarkan pada tujuan yang hendak 
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dicapai melalui penggunaan instrumen yang bersangkutan yaitu keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian. Berkaitan dengan kemanfaatan sebagai tujuan 
hukum, perlu dikemukakan teori Utilitarisme Jeremy Bentham (1748-1832). 
Menurut teori ini, tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi 
sebahagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum 
dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan 
hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang 
pengaturan penciptaan dan kesejahteraan negara95.  
Bentham merasionalisasi hukum sebagai himpunan khaidah yang 
ditetapkan dan diterapkan oleh kekuasaan negara dengan tujuan untuk 
menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, 
utilitarianisme Bentham mengarahkan tujuan hukum pada tujuan-tujuan 
sosial praktis, dan meletakkan dasar untuk menjaga keseimbangan antar 
pelbagai kepentingan. 
Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti mengerucutkan 
legalitas dan legitimasi putusan MK yang sifatnya menangguhkan waktu 
berlakunya akibat hukum putusan pada putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 
ke dalam dua perpektif sebagai berikut: 
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Pertama, perspektif positivistik : Carl Joachim Friedrich mengemukakan 
bahwa legalitas hukum berdasar pada kesesuaiannya dengan hukum positif, 
maka jika terjemahan hukum positif dalam hal ini kita tafsir adalah UU MK 
sebagai payung hukum MK khususnya pada Pasal 47 bahwa “Putusan 
Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, serta Pasal 57 ayat (1) 
bahwa “ Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan 
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang 
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dan pada Pasal 58 
menyatakan bahwa “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi 
tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-
undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945” maka putusan MK yang sifatnya 
menangguhkan waktu berlakunya akibat hukum adalah suatu hal yang tidak 
dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang MK tersebut sehingga dapat 
dinyatakan krisis legalitas. 
Akan tetapi jika terjemahan hukum positif tersebut di atas menurut 
Friedrich tidak hanya sebatas UU MK akan tetapi juga UUD 1945 dan UU 
Kekuasaan Kehakiman, maka boleh jadi ada ruang untuk MK melakukan 
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penangguhan sebagai suatu bentuk terobosan sekaligus bukti yang 
menyatakan bahwa hukum memang bergerak dinamis. Pasal 24 ayat (1) 
UUD 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan hakim konstitusi 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga untuk mewujudkan hukum 
itulah hakim dituntut untuk terus melakukan pembaruan sehingga 
memungkinkan adanya cela untuk hakim melakukan sesuatu hal yang 
memang belum dijangkau oleh undang-undang yang berlaku. Bila demikian 
maka tentunya penangguhan waktu berlakunya akibat hukum putusan MK a 
qou dapat dipandang tercap legalitasnya bahkan dapat ditafsir 
konstitusional. 
Kedua, Frans Magniz Suseno; bahwa legalitas adalah merupakan 
aspek cakupan dari legitimasi dalam arti luas. Demikianlah sehingga 
menyatakan adanya tiga kemungkinan kriteria legitimasi yaitu legitimasi 
sisiologis, legalitas, dan legitimasi etis. Dan pada kenyataannya, jumlah 
pengguna hak pilih di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 
adalah 69,58% dari 193.944.150 nama yang terdata dalam daftar pemilih 
total. Persentase ini menurun dibandingkan Pilpres 2009 (72%) dan Pemilu 
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DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014 (75,11%). Tapi kualitas partisipasi 
pemilih dinilai lebih berkualitas96. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa putusan MK yang pada pokoknya tetap menyatakan Pemuilu 2014 
konstitusional meskipun tidak dilaksanakan secara serentak ternyata 
disambut baik oleh masyarakat ditandai dengan adanya partisipasi pemilu. 
Selain pendapat di atas, D. Schindler, seorang ahli hukum Swiss dalam 
karangannya “Verfassungsrecht und Soziale Struktur” (1970) 
mengembangkan suatu pemaknaan hukum secara komprehensif. 
Menurutnya, hukum merupakan suatu kesatuan struktur berkutub atau 
polaritatif (polar structure) yang terwujud dalam empat momen97; 
Pertama adalah momen normatif-formal. Dalam konteks ini adalah 
bentuk hukum yakni khaidah dan asas hukum yang dipandang sebagai suatu 
penataan umum. Momen ini berkaitan dengan upaya mewujudkan ketertiban, 
perdamaian, harmoni dan kepastian hukum. 
Kedua adalah momen faktual-formal yang menunjuk pada kekuasaan 
dalam arti politik. Perbedaannya dengan momen pertama terletak pada 
eksistensinya. Momen pertama memiliki eksistensi yang non empiris, dalam 
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arti bahwa normatif faktual hanya dapat dipikirkan, sedangkan momen kedua 
bersifat empiris karena kategori kekuasaan dapat dipaparkan dan dianalisis. 
Ketiga adalah momen normatif-materil yang mengandung makna bahwa 
hukum memiliki sisi etis (filosofis), di mana hukum mengandung aspek 
keadilan. Momen ini berkaitan dengan konsep abstrak karena menyangkut 
ide-ide atau nilai-nilai yang diyakini ada dan mengkristal sebagai prinsip-
prinsip moral dalam masyarakat. 
Keempat adalah momen faktual-materil yang berkaitan dengan upaya 
menjadikan hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial yang 
minimal diperlukan bagi masyarakat. Momen ini bersifat empiris sedangkan 
momen ketiga bersifat non empiris. 
Dengan demikian, teori hukum sebagai struktur berkutub dapat 
disimpulkan sebagai teori yang komprehensif karena mampu 
mendeskripsikan hukum secara utuh. Di satu sisi, hukum terdiri atas unsur 
bentuk (formal) dan isi (materiil), sementara di sisi lain hukum mengandung 
unsur ideal (normatif) dan kenyataan (faktual). Kandungan terakhir ini pula 
yang membedakan tatanan hukum dengan tatanan atau norma lain, yaitu 
kesusilaan dan kebiasaan98. 
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Di samping itu, hukum sebagai struktur berkutub merupakan teori yang 
memaknai hukum sebagai suatu tatanan yang tidak independen dalam 
masyarakat, melainkan bergantung pada bidang-bidang terkait lainnya, yaitu 
politik, sosial, dan etika atau moral (filsafat)99. Teori hukum sebagai struktur 
berkutub kiranya dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut 
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Teori “Hukum sebagai struktur berkutub” sejalan dengan teori 
keberlakuannya peraturan perundang-undangan khususnya, dan norma 
hukum pada umumnya. Menurut teori ini, suatu peraturan perundang-
undangan memiliki kekuatan berlaku yuridis (juristische geltung), sisiologis 
(soziologische geltung), dan filosofis (filosofische geltung)100. 
Jimy Asshiddiqie, menggenapkan ketiga faktor tersebut di atas menjadi 
empat sehingga menurutnya, keberlakuan suatu norma hukum dapat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis, politis, sosial, dan filosofis. Faktor-faktor 
tersebut mutlak diperlukan untuk menghasilkan produk hukum yang 
berkualitas baik101.  
a. Keberlakuan Yuridis 
Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan 
daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dipandang dari 
pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum 
dinyatakan berlaku bilamana norma itu (1) ditetapkan berdasarkan norma 
yang lebih superior, (2) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur 
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pembentukan hukum yang berlaku, dan (3) ditetapkan sebagai norma hukum 
oleh lembaga yang berwenang untuk itu. 
Keberlakuan yuridis sebagaimana disebutkan di atas, mengacu pada 
konteks legalitas (formal) yang menurut Habermas, mengikuti teori hukum 
decisionistic yang diciptakan oleh Carl Schmitt. Carl Schmitt menyatakan 
bahwa “positivisasi hukum berarti bahwa keabsahan hukum yang mengikat 
(rechtsgeltung) dapat diperoleh apapun isinya, dan prosesitu dicapai melalui 
sebuah keputusan yang mengesahkan hukum dan karenanya ia mengikat. 
Hukum positif menjadi berlaku karena adanya keputusan itu102.  
Sejalan dengan itu, Max Wever (1864-1920) juga menyatakan bahwa 
keabsahan norma hukum bergantung pada prosedur dan penetapannya oleh 
otoritas yang diakui dan dengan demikian norma hukum itu dipatuhi. 
Sehingga apabila kita merujuk pada UU MK, maka penangguhan merupakan 
sesuatu hal yang tidak atau belum diatur dalam UU tersebut. 
b. Keberlakuan Politis 
Suatu norma dipandang berlaku secara politis apabila keberlakuan 
norma itu didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (riele 
machtsfactoren). Dengan perkataan lain, keberlakuan politik berkaitan 
dengan konsep kekuasaan yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada 
keberlakuan  suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang 
kekuasaan. 
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Konsep kekuasaan mengandung dua makna, yaitu pertama kekuasaan  
sebagai kemampuan untuk memengaruhi individu-individu, dan kedua 
kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi pembuatan keputusan 
kolektif. Robert Dahl, mendefenisikan kekuasaan sebagai: “A has power over 
B to the extent that he can get B to do something that B would not 
otherwise103.  
Apabila suatu norma hukum telah mendapat dukungan kekuasaan, 
apapun wujudnya atau bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik 
tersebut dicapainya, sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi 
keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. Jika dikaitkan 
dengan putusan MK maka sesungguhnya putusan tersebut pun didasarkan 
pada kondisi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, dan apabila MK 
tidak mengambil langkah menangguhkan maka akan mengancam 
pelaksanaan Pemilu 2014, juga mengingat proses pembuatan UU oleh DPR 
memakan waktu yang sangat lama. 
c. Keberlakuan Sisiologis 
Keberlakuan sisiologis menempatkan pendekatan empiris dengan 
menggunakan beberapa pilihan kriteria yaitu (1) pengakuan, (2) penerimaan), 
dan (3) faktisitas104.  
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Kriteria pengakuan (recognition) menyangkut sebagaimana subyek 
hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta 
kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang 
bersangkutan. Jika subyek hukum yang bersangkutan tidak merasa 
terikat,maka secara sisiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat 
dikatakan berlaku baginya. 
Kriteria penerimaan (reception) berkenaan dengan kesadaran 
masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya atur, daya ikat, dan 
daya paksa norma hukum tersebut baginya. Steven Vago menyatakan bahwa 
“Rules a more likely to be accepted if they reflect a notion of fairness and 
justice that is prevalent in society and when their source is considered 
legitimate”105.  
Kriteria faktisitas menekankan pada kenyataan faktual, sejauh mana 
norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif alam 
kehidupan nyata masyarakat. Meskipun suatu norma hukum secara yuridis 
formal memang mengikat, diakui (recognized), dan diterima (received) oleh 
masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (exist), dan berlaku (valid), 
tetapi dalam praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti secara faktual norma 
itu tidak berlaku. Suatu norma hukum dapat dinyatakan berlaku secara 
sisiologis bilamana norma itu memenuhi satu si antara tiga kriteria tersebut di 
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atas. Melihat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 mengindikasikan 
bahwa putusan MK a quo memperoleh kekuatan sisiologisnya. 
d. Keberlakuan Filosofis 
Suatu norma hukum dinyatakan berlaku secara filosofis apabila norma 
hukum itu sesesuaian dengan nilai-nilai moral (etis) yang dianut masyarakat 
yang bersangkutan. Nilai-nilai moral yang dimaksud dalam konteks ini 
bukanlah pandangan-pandangan, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang 
dianut individu, melainkan nilai-nilai yang telah menjadi prinsip-prinsip moral 
kolektif. 
Hans Kelsen dan Hans Nawiasky memandang bahwa pada setiap 
negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis 
tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam 
kehidupan kenegaraan yang bersangkutan. Kelsen menyebutnya sebagai 
grundnorm sementara Nawiasky menamakan sumber yang dimaksud 
sebagai staatsfundamentalnorm106.  
Faktor keberlakuan dari aspek filosofis sebagaimana dimaksud di atas, 
dapat disebut sebagai legitimasi etis yang meliputi legitimasi pragmatis dan 
legitimasi ideologis. Dalam konteks ini, cita hukum (rechtsidee) menjadi 
pedoman sebab ia merupakan kerangka keyakinan (belief framework) yang 
bersifat normatif dan konstitutif. 
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Cita hukum bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan 
prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif 
karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai oleh 
negara107.  
B. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap 
Pemilu Presiden 2014 
1. Akibat Hukum Putusan yang Inkonstitusional 
Pasal 47 UU MK menyebutkan “Putusan Mahkamah Konstitusi 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang 
pleno terbuka untuk umum” dan Pasal 58 UU MK “Undang-Undang yang diuji 
oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang 
menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sehingga selama 
belum diucapkan dalam sidang pleno, UU masih memiliki kekuatan berlaku. 
Maka secara sederhana kita dapat menarik kesimpulan dari kedua 
pasal tersebut di atas bahwa Undang-Undang akan hilang daya berlakunya 
setelah adanya putusan MK yang menyatakan undang-undang tersebut 
bertentangan dengan UUD 1945, yang putusan tersebut memiliki kekuatan 
hukum tetapnya sejak dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk 
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umum. Demikian dapat dilihat bahwa tidak terdapat ruang yang 
memungkinkan dimuatnya penangguhan waktu berlakunya kekuatan 
mengikat suatu putusan MK. 
Sifat hukum publik hukum acara pengujian undang-undang yang 
dilakukan MK berakibat hukum putusan MK berbeda dengan hukum acara 
perdata atau hukum acara lain. perbedaan prinsip akibat pengujian undang-
undang tersebut adalah sebagai berikut108:  
Pertama, akibat hukum pengujian undang-undang bersifat erga 
omnes, oleh karena itu dasar hukum acara pengujian undang-undang 
adalah menyangkut kepentingan umum. Berbeda dengan putusan 
pengadilan perdata hanya pengikat para pihak, dan tidak mengikat 
pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Model pengujian konstitusional ala 
Austria (continental model) segala putusan MK berkekuatan erga omnes 
yang bersifat mutlak berdasarkan prinsip kewenangan mutlak yang 
diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar. Putusan MK Model 
Austria berlaku untuk pihak lain di luar berperkara yang berkedudukan 
sama di masa akan datang (similarly situated in the future), dan undang-
undang yang inkonstitusional tidak berlaku bagi semua orang, dan 
peraturan yang lama berlaku kembali kecuali diputuskan lain oleh MK. 
Sistem ini diterapkan juga di Italia, Jerman dan sejumlah negara 
lainnya. 
Di Inggris sekalipun yang tidak mengenal judicial review, pernah 
upaya preventif dilakukan secara terpusat oleh Mahkamah Agung 
melalui fungsi konsultasi atas permintaan perlemen atau pihak-pihak 
yang memerlukan (preventif a priori review) juga bersifat mutlak sebagai 
suatu erga omnes. Putusan MA meskipun hanya mengikat para pihak 
dalam perkara, akan tetapi oleh karena prinsip stete decisis putusan 
judicial review mengikat pula semua pengadilan di bawahnya (binding 
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outhority). Sehingga dengan prinsip ini pula dasarnya putusan di perluas 
jangkauan mengikatnya tidak hanya yang berperkara. 
Kedua, putusan MK memiliki kekuatan berlaku ke depan sejak 
diucapkan (prospective) dan tidak berlaku surut ke belakang 
(retroactive). Hampir semua bidang hukum menganggap putusan 
berlaku ke depan termasuk di MK dalam pengaturan maupun praktik 
yang dilaksanakannya. Akan tetapi di negara-negara lain tidak 
sebagaimana yang berlaku sekarang di Indonesia.  
Di negara-negara lain, Austria, Konstitusi Turki tahun 1961, 
Konstitusi Yugoslavia tahun 1963, serta MK Jerman dan Itali berkuasa 
memutuskan berlaku surut untuk waktu tertentu. Bahkan, di Pengadilan 
Konstitusi federal Yugoslavia, di samping berlaku surut, undang-undang 
yang dinyatakan inkonstitusional dianggap tidak mempunyai kekuatan 
hukum lagi apabila idak ada tindakan parlemen dalam waktu yang 
ditentukan yaitu 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan undang-undang 
negara bagian dengan Konstitusi Federal. 
Model Yugoslavia ini sebagaimana dipraktikkan MK-RI dalam 
membuat keputusan menangguhkan undang-undang tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikatnya sampai 3 (tiga) tahun sejak putusan 
diucapkan. Walaupun undang-undang ditetapkan inkonstitusional. 
Walaupun undang-undang tidak berlaku surut (retroactive), akan tetapi 
praktik MK menangguhkan berlakunya undang-undang belum dikenal 
dalam peraturan yang berlaku. Terlepas dari dibenarkan atau tidak, MK 
telah memutuskan permohonan pengujian lebih dari pada yang 
dimohonkan. 
Ketiga, terikatnya semua orang terhadap putusan MK 
sebagaimana ketentuan hukum acara perdata mengandung arti positif 
dan negatif. Mengandung arti positif berarti semua orang harus 
menganggap putusan tersebut benar (res judicata pro veritate habetur). 
Dalam arti negatif dari pada kekuatan hukum mengikat ialah hakim tidak 
boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya mengenai 
perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai 
kekuatan hukum. Nebis in idem (Pasal 134 Rv). Asas ini juga berlaku 
sebagaimana Pasal 60 Undang-undang MK yang menyatakan 
“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. 
Akan tetapi Pasal 42 ayat (2) PMK menentukan pengecualian 
Pasal 60 Undang-Undang MK di atas yaitu “Terlepas dari ketentuan 
ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap 
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muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang 
pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali 
dengan syarat-syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan 
yang bersangkutan berbeda” asas nebis in idem dalam jurusprudensi 
Mahkamah Agung jelas berbeda pengertiannya dengan ketentuan PMK 
ini. 
Keempat, dengan diucapkan putusan maka berkekuatan hukum 
yang pasti atau tetap (kracht van gewijsde) tidak ada upaya hukum 
apapun untuk keberatan (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK). 
Putusan final dan satu-satunya membedakan dengan putusan peradilan 
lainnya. 
Kelima, akibat hukum putusan MK terhadap ayat, pasal, dan/atau 
bagian peraturan perundang-undangan lain terkait dengan undang-
undang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap 
perkara yang berlangsung baik dalam proses penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan persidangan dan proses lainnya tidak ditentukan baik 
dalam undang-undang MK atau PMK. Pasal 55 Undang-undang MK 
hanya menentukan “Pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib 
dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian 
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah 
Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. 
Mengenai akibat hukum bagi undang-undang lain dengan materi 
muatan juga tidak diatur. Akan tetapi masalahnya sebagaimana sistem 
perundang-undangan jika peraturan bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi tidak mengurangi kekuatan berlaku karena belum ada proses 
pencabutan, karena tidak dikenal putusan batal demi hukum (nietig van 
rechtwege). Sehingga proses pencabutan untuk tertib hukum sangat penting. 
Sehingga jika ini terjadi lembaga pembentuk undang-undang harus segera 
mengatur hal baru atau secara tegas mencabut undang-undang tersebut 
berdasarkan putusan MK yang telah dijatuhkan. 
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Dalam proses pengujian sebelum putusan, MK tidak diberikan 
kewenangan perihal menghentikan atau menunda pemeriksaan sebelum 
perkara diputuskan. Dalam PMK hanya ditentukan tindakan penghentian 
sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap 
UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila 
permohonan dimaksudkan menyangkut pembentukan undang-undang yang 
diduga berkait dengan suatu tindak pidana (Pasal 16). 
2. Model Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Pemberlakuannya Ditunda 
(Limited Constitutional) atau Penangguhan Waktu Berlakunya Daya 
Mengikat (Rechtsgevolg) 
Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep limited 
constitutional yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya 
bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda 
dengan model putusan conditionally constitutional ataupun model putusan 
conditionally unconstitutional yang memutuskan aturan yang pada saat 
diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan 
konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi 
karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan di peradilan konstitusi, 
maka model putusan limited constitutional bertujuan untuk memberi ruang 
transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan 
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mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena 
disandarkan atas pertimbangan kemanfaatan109. 
Langkah membatasi akibat hukum dari suatu putusan atau disebut 
dengan penangguhan berlakunya akibat hukum suatu putusan MK 
(rechtsgevolg), bukanlah sesuatu yang baru dalam praktik di peradilan, dalam 
hal ini khususnya peradilan konstitusi, baik di Indonesia maupun peradilan 
konstitusi di beberapa negara lainnya. Manakala akibat hukum dari suatu 
pembatalan norma dirasa akan menimbulkan keguncangan atau chaostic 
apabila diberlakukan seketika itu juga, maka pada saat itulah muncul 
terobosan dari para hakim untuk menangguhkan berlakunya akibat hukum 
(rechtsgevolg) guna menghindari keguncangan yang tidak dikehendaki. 
Penangguhan tersebut sekaligus juga dimaksudkan untuk memberi waktu 
bagi pembuat undang-undang untuk memperbaiki dan membentuk norma 
baru sesuai tafsir MK. Sehingga keguncangan akibat pembatalan suatu 
norma dapat diatasi atau setidak-tidaknya dapat dikendalikan melalui 
penangguhan tersebut110.  
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Dalam hal itulah MK juga melakukan penangguhan berlakunya akibat 
hukum dari putusannya tersebut. Sepanjang perjalanan pengujian undang-
undang dilakukan oleh MK, telah ada 3 (tiga) putusan MK yang 
menangguhkan berlakunya akibat hukum dari suatu putusan, yakni putusan 
MK terkait APBN 2009 menyoal alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, dan 
juga putusan MK terkait pengadilan tipikor yang memberikan jangka waktu 
hingga 3 tahun bagi pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR untuk 
mengatur sendiri dalam undang-undang terpisah tentang pembentukan 
pengadilan tipikor, selajutnya putusan pemilu serentak yang menyatakan 
pemilu serentak yang baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019 dengan 
ditangguhkannya keberlakuan akibat hukum putusan MK terkait pemilu 
serentak tersebut. 
Setidak-tidaknya terdapat dua tujuan utama mengapa MK 
menangguhkan akibat hukum putusannya sendiri; pertama, untuk 
menghindari kekecauan karena sesuatu hal telah kehilangan dasar 
hukumnya akibat pembatalan suatu norma oleh MK. Kedua, memberikan 
kesempatan (waktu) kepada pembentuk undang-undang untuk 
menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekosongan hukum akibat 
pembatalan tersebut dapat diisi dan ketika akibat hukum putusan tersebut 
mulai berlaku, baik aturan hukumnya maupun teknis pelaksaannya sudah 
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siap. Itulah ratio legis dibalik putusan penangguhan berlakunya akibat hukum 
putusan MK111.  
Untuk lebih mendalam peniliti mencoba melihat penangguhan waktu 
berlakunya akibat hukum putusan MK ini ke dalam beberapa perspektif, 
sebagai berikut: 
a. Tinjauan Filsufis Teoritis 
Baik ketika dibuat maupun ketika digunakan, hukum tidak dapat 
terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat 
terhadapnya. Ia sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai 
nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun para 
penggunanya. Karenanya, pembuatan, penerapan, atau penegakan 
hukum yang betul-betul terbebas dari campur tangan, rasa, suasana 
bathin, dan pertimbangan akal manusia rasanya tidak mungkin112.  
Pun hal yang sama terjadi dengan apa yang dilakukan oleh 
mahkamah konstitusi dalam memutus pengujian undang-undang 
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pemilihan presiden dan wakil presiden, putusannya tak terlepas dari 
campur tangan pertimbangan akal yang menimbangkan salah satunya 
tahapan pemilu yang telah memasuki babakan, dan tidak adanya 
kepastian hukum untuk menyelenggarakan agenda ketatanegaraan 
jika mahkamah konstitusi tidak menangguhkan berlakunya akibat 
hukum putusan tersebut. 
Sulit pula membayangkan hukum yang sungguh-sungguh steril, 
murni dan bersih  sebagaimana apa yang digaungkan oleh Hans 
Kelsen yang dikenal dengan Teori Hukum Murni, dimana hukum 
mencoba untuk melepaskan diri dari aspek-aspek non hukum. Hukum 
tak terlepas dari segala bentuk unsur-unsur lainnya yang 
memengaruhi, seperti misalnya dari penerjemahan atau penafsiran 
oleh para penegak hukum – sebagai bagian dari masyarakat yang 
memang diberi mandat untuk itu (menegakkan hukum dan keadilan) –
Hukum sendiri bukan merupakan tujuan akhir. Hukum hanya 
merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir yang lebih baik dalam 
kehidupan manusia, sebagaimana pemikiran Roscoe Pound, salah 
seorang pendukung Sociological Jurisprudence. Pound mengatakan, 
hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa sosial (law as a tool 
of social engineering) untuk mencapai cita-cita berkehidupan dalam 
masyarakat. Yang oleh Muchtar Kusumaatmadja, mengajukan 
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konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Selain itu, 
hukum juga merupakan mekanisme kontrol, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann yang dikenal dengan istilah 
law as a tool of social control. 
Hukum tidak dapat mencakup seluruh situasi dan kondisi yang 
yang harus dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan 
tugasnya. sebagaimana motto hukum Belanda “het recht hink achter 
de feiten aan” bahwa hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan 
zaman, maka menjadi lumrah jika dari satu waktu ke waktu lainnya, 
dan ruang satu ke ruang lainnya terdapat persoalan yang tidak 
tercakup oleh hukum yang berlaku. Maka di sinilah dibutuhkan 
peranan penting penegak hukum untuk meretas persoalan yang tidak 
tercakup oleh aturan hukum yang berlaku. 
Ketika seorang penegak hukum berhadapan dengan suatu kasus 
atau permasalahan yang ada di tengah masyarakat, kemerdekaan, 
dan otoritas atau kewenangan yang melekat pada dirinya 
memungkinkannya untuk mampu melakukan sekaligus berbagai 
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pekerjaan yang berbeda secara bijaksana dan penuh pertimbangan, 
yakni113:  
1. membaca kasus atau permasalahan tersebut dengan baik, 
2. pada saat bersamaan menerjemahkan hukum yang ada secara 
komprehensif, ini utamanya berlaku pada beberapa kasus yang bisa 
langsung dilakukan begitu saja secara „hitam-putih‟, 
3. pada kebanyakan kasus yang lain, seringkali diperlukan untuk 
menafsirkan hukum yang telah diterjemahkan tersebut secara lebih 
lanjut. 
Ketiga pekerjaan bagian pertama tersebut, yakni pembacaan kasus 
atau permasalahan serta penerjemahan dan/atau penafsiran hukum 
lalu dibenturkan satu sama lain. pekerjaan yang selanjutnya harus 
dilakukan adalah: 
4. memilah baik kasus yang telah dibaca maupun hukum yang teah 
diterjemahkan dan/atau ditafsirkan tersebut, dan 
5. memilih atau menetapkan pilihan. 
Demikianlah dua lagi pekerjaan bagian kedua yang diharapkan 
mampu dilaksanakan oleh seorang penegak hukum ketika berhadapan 
dengan suatu kasus atau permasalahan. Adapun dua pekerjaan 
bagian ketiga atau terakhir yang segera menyusul penetapan pilihian 
di atas adalah: 
6. membuat suatu keputusan atau kesimpulan, dan/atau 
7. mengambil tindakan atau langkah tertentu. 
Dalam hal penegakan hukum, keputusan yang telah dibuat dan/atau 
tindakan yang telah diambil tersebut bisa saja bermuara pada diterapkannya 
hukum tertentu. Akhirnya, yang perlu ditekankan adalah bagaimanapun juga, 
berbagai pekerjaan yang beragam tersebut melibatkan akuntabilitas dari 
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individu penegak hukum yang bersangkutan terhadap organisasinya maupun 
terhadap masyarakat yang dilayaninya. 
Dengan demikian, bagi seorang penegak hukum, di dalam pelaksanaan 
tugasnya, keputusan yang dibuat atau langkah apapun yang diambil pada 
dasarnya telah melalui suatu „pertimbangan profesional‟ yang relatif ketat. 
Keseluruhan rangkaian proses yang berlangsung di dalam suatu ruang-gerak 
yang cukup luas inilah yang dikatakan sebagai „diskresi‟. Adapun langkah 
atau keputusan yang diambil tersebut merupakan hasil „diskresi‟114.  
Begitu pun halnya, apa yang dilakukan oleh MK dapat dikategorikan 
sebagai suatu bentuk hasil diskresi, merupakan hasil dari rangkaian proses 
membaca, menerjemahkan dan/atau menafsirkan, memilah, memilih atau 
menetapkan pilihan, membuat keputusan, kemudian mengambil langkah 
tertentu. Dari sekelumit proses itulah, MK tiba pada muara untuk akhirnya 
mengambil tindakan menangguhkan berlakunya akibat hukum putusan 
tersebut dengan mengesampingkan aturan yang memuat perintah 
berlawanan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 47 dan 58 UU MK. 
Namun kendati demikian, telah ditekankan kembali pula oleh Erlyn 
Indarti bahwa tidaklah mungkin untuk menyiapkan semacam buku panduan 
atau buku manual yang memuat tentang detail teknis pelaksanaan diskresi 
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secara umum. Situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk dan 
beragamlah yang menjadi sebab utama. Daya baca, daya terjemah dan/atau 
tafsir, serta daya pilah dan pilih dari satu penegak hukum ke penegak hukum 
lainnya juga sangat bervariasi. Pun diskresi banyak diartikan berbeda, 
demikian paparannya sebagai berikut115:  
Oxford :the Australian Reference Dictionary (1992) mengartikan 
diskresi atau discretion sebagai : 
“kemerdekaan (freedom) atau otoritas (authority) [seseorang] untuk 
bertindak (act) sesuai dengan penilaian/pertimbangan (judgement)-
[nya]”. 
Collins Dictionary and Thesaurus (1991) sementara itu memberikan 
pengertian diskresi atau discretion yang sedikit berbeda, yakni: 
“kemerdekaan (freedom) atau otoritas (authority) [seseorang] untuk 
membuat keputusan/kesimpulan (judgements) dan untuk bertindak 
(act) sebagaimana ia pandang tepat [atau „pas‟, pantas, patut, atau 
cocok]”. 
Selanjutnya, pegertian kata benda discretion menurut „Kamus Inggris – 
Indonesia‟ karangan Jhon M . Echols dan Hassan Shadily (2000) adalah 
sebagai berikut ini : 
 “kebijaksanaan, keleluasaan atau [kebebasan untuk menentukan atau 
memilih]”. 
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Memerhatikan paparan di atas, setidaknya dapat diidentifikasi 8 
(delapan) unsur – berikut segala makna turunannya – yang terkandung di 
dalam pengertian diskresi, yaitu116: 
1. kemerdekaan, 
2. Otoritas atau kewenangan, 
3. Kebijaksanaan, 
4. Pilihan, 
5. Keputusan, 
6. Tindakan, 
7. Ketepatan. 
Artinya, dengan memformulasikan kedelapan unsur di atas, diskresi 
secara komprehensif bisa dirumuskan sebagai117 :  
 “kemerdekaan dan/atau otoritas [seseorang / sekelompok orang / 
suatu institusi] untuk – secara bijaksana dan dnegn penuh 
pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal – membuat keputusan 
dan/atau mengambil tindakan [tertentu] yang dipandang paling tepat.” 
Pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan di atas pada 
dasarnya merupakan ujung dari suatu rangkaian proses yang sebenarnya 
panjang, walaupun pada kenyataannya bisa saja berlangsung hanya dalam 
sekejap. Proses dimaksud, sebagaimana disinggung sebelumnya, melibatkan 
curahan kebijaksanaan yang dalam hal ini tremuat pula kehati-hatian yang 
berpijak pada intelektualitas atau kecendekiawanan yang memadai. Proses 
tersebut juga melibatkan pertimbangan atau penilaian dari segala sudut 
pandang secara adil. Barulah kemudian sampai pada pilihan yang berkenaan 
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dengan pembuatan keputusan dan/atau pengambilan tinakan tertentu. Dalam 
hal penegakan hukum, misalnya, keseluruhan proses ini dapat dipahami 
sebagai rangkaian upaya118 :  
1. menelaah kasus yang dihadapi, 
2. membaca ketentuan (hukum) yang ada, 
3. menafsirkan ketentuan dimaksud lebih lanjut, 
4. memilah ketentuan yang ada sesuai dengan kebutuhan, dan 
5. memilih atau menetapkan pilihan, yakni dalam hal: 
6. membuat suatu keputusan hukum, dan 
7. mengambil langkah atau tindakan hukum tertentu. 
Dengan demikian, secara sederhana diskresi dapat dipahami sebagai119 
: “kemerdekaan dan/atau otoritas untuk, antara lain, menafsir ketentuan 
hukum yang ada, lalu membuat keputusan dan mengambil tindakan hukum 
yang dianggap paling tepat”. Dalam hal ini, otoritas untuk melakukan hal 
dimaksud terletak pada penafsir – misalnya saja penyidik – serta dilakukan 
secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan. 
Sementara itu, secara salah kaprah kata diskresi cenderung direduksi 
maknanya dan diartikan semata-mata sebagai tindakan yang diambil. 
Padahal tindakan yang diambil sebenarnya merupakan hasil atau produk dari 
diskresi, bukan diskresi itu sendiri. Kesalahan ini antara lain berpangkal pada 
kenyataan bahwa tindakan yang diambil merupakan keluaran dari diskresi 
yang kasat mata sehingga dapat diobservasi secara langsung. Pada kata 
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kemerdekaan dan/atau otoritaslah semestinya fokus dari makna kata diskresi 
diarahkan120.  
Adanya unsur kata „kemerdekaan‟ di dalam pengertian diskresi ini 
menyiratkan bahwa kandungan makna serta cakupan ruang gerak diskresi 
memang begitu luas adanya. Dengan demikian diskresi juga mengandung 
pemahaman bahwa terdapat kemajemukan dan keberagaman di dalam 
setiap keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil; dari satu individu ke 
individu lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dan bahkan dari satu 
waktu ke waktu lainnya. Inilah diskresi sebagai bagian dari demokrasi dalam 
arti sebenarnya121.  
Demikianlah, diskresi tidak hanya berkenaan dengan – atau 
berlangsung dalam – aktifitas tertentu. Semua aktifitas, yang pada dasarnya 
disusun oleh untaian pengambilan tindakan ini, sesungguhnya dapat 
dikatakan berpeluang mengandung diskresi. Tentunya sepanjang rangkaian 
tindakan yang diambil tersebut berangkat dari keputusan yang diyakini 
sebagai paling tepat: keputusan dan tindakan mana dipilih secara bijaksana 
dan dengan penuh pertimbangan serta berpijak pada kemerdekaan dan/atau 
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otoritas. Lain daripada itu, diskresi tidak pula secara eksklusif, khusus dan 
secara rinci merujuk hanya pada institusi atau organisasi tertentu122.  
Diskresi pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan – 
baik bagi penegak hukum itu sendiri maupun di dalam pelaksanaan tugasnya 
– walaupun di permukaan tampak bertentangan dengan rule of law. Sifat 
peraturan yang memang terbuak secara logika, membuat elemen diskresi, 
setidaknya yang implisit, dengan demikian tidak dapat ditolak. Diskresi pada 
dasarnya secara alamiah melekat pada dan menyatu dengan individu 
maupun institusi penegak hukum. Konsekuensinya, diskresi juga melekat 
secara alamiah pada pelaksanaan setiap tugasnya. Pendeknya, di manapun 
dan kapanpun, para penegak hukum sebenarnya akan senantiasa berpikir, 
bersikap, berkata, dan bertindak, berlandaskan pada diskresi yang ada 
padanya123.  
b. Tinjauan Yuridis Konstitusional 
Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyebutkan “Negara Indonesia adalah 
negara hukum” maka sebagai suatu konsekuensi logis apabila setiap 
tindakan tunduk pada hukum sebagai panglima dalam berbangsa dan 
bernegara, pun begitu hal dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi seyogianya senantiasa bersandar pada hukum. 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 
hukum tertinggi atau konstitusi menjadi acuan dari segala peraturan 
perundang-undangan yang ada dibawahnya, Pasal 24 ayat (1) menegaskan 
bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” maka 
selain hukum, hakim dalam hal ini hakim konstitusi juga dituntut untuk 
senantiasa mewujudkan keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan itulah 
hakim dituntut untuk melakukan pembaruan dan upaya penerobosan untuk 
dapat tiba dalam suatu gagasan yang memang terkadang tak mampu 
dijangkau oleh undang-undang yang berlaku. Pun begitu halnya tindakan 
menangguhkan akibat hukum suatu putusan (limited constitutional) dapat 
dipandang sebagai bentuk inovasi dari hakim konstitusi yang membuktikan 
bahwa hukum memang dinamis. 
Selain Pasal 24 UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman sebagai payung 
hukum bagi hakim dan hakim konstitusi juga memuat aturan yang senada, 
pada Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
menegaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”. Maka hakim dalam hal ini hakim konstitusi memanglah dibuntuti 
oleh rasa keadilan masyarakat, selain itu juga perlu ditekankan bahwa 
putusan yang dilahirkan oleh MK mestinya membawa manfaat yang sebesar-
besarnya. 
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Pun meski UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman telah mengatur demikian, UU MK sebagai UU yang 
sifatnya lebih spesialis tidak mengatur tegas, bahkan tidak sama sekali 
menyoal boleh tidaknya MK melakukan penangguhan waktu berlakunya 
akibat hukum putusan, justru yang ditemukan adalah putusan MK memiliki 
kekuatan hukum tetapnya selesai diucapkan di sidang pleno terbuka untuk 
umum124, selain itu UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi125. 
c. Dinamika Ketatanegaraan 
Beberapa putusan MK yang merupakan limited constitutional atau 
rechtsgevolg adalah di antaranya dalam Putusan Nomor 016-PUU-IV/2006 
bertanggal 19 Desember 2006, dalam putusan tersebut MK menyatakan 
bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) telah melahirkan 
dualisme Pengadilan Tipikor dan kekeliruan landasan kosntitusional 
pembentukan Pengadilan Tipikor yang seharusnya diatur dengan undang-
undang tersendiri. Berdasarkan alasan tersebut, MK menyatakan Pasal 
tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Namun, kendati demikian, ada 
beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mahkamah terkait 
                                                          
124
 Lihat Pasal 47 UU MK 
125
 Lihat Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 UU MK 
 
 
131 
 
pemberantasan korupsi di Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi 
memutuskan untuk menangguhkan daya tidak mengikatnya Pasal 53 UU 
30/2002 tersebut dalam kurun batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. 
Pemberlakuan putusan yang ditunda atau ditangguhkan hingga batas 
waktu 3 (tiga) tahun menurut MK didasarkan pada beberapa alasan. 
Pertama, penangguhan dimaksudkan agar proses korupsi yang sedang 
berjalan tidak terganggu. Kedua, untuk menghindari ketidakpastian hukum 
karena macetnya kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Ketiga, untuk 
menghindari melemahnya semangat anti korupsi yang sedang menguat 
dalam masyarakat. Keempat, untuk memberikan waktu yang cukup guna 
melakukan peralihan yang mulus (smooth transition)126. 
Putusan tersebut mengandung perintah untuk memperbaharui landasan 
konstitusional pembentukan Pengadilan Tipikor yang harus diatur dalam 
bentuk undang-undang tersendiri. Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) 
tahun, syarat dari putusan MK tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan bubar karena dinyatakan 
inkonstitusional, serta kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tindak 
pidana korupsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
selanjutnya menjadi wewenang Pengadilan Negeri. 
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Model putusan serupa, juga dijumpai dalam Putusan Nomor 13/PUU-
VI/2008 bertanggal 13 Agustus 2008 tentang pengujian Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2008 (UU APBN 2008). Berdasarkan kenyataan 
perhitungan persentase anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya 
sebesar 15,6 %, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional 
sekurang-kurangnya 20 % dari APBN, maka MK menyatakan bahwa UU 
APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, MK tidak 
menyatakan bahwa UU APBN-P 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, akan tetapi dinyatakan tetap berlaku sampai diundangkannya UU 
APBN tahun 2009. Pemberlakuan putusan tersebut ditunda atas dasar 
pertimbangan untuk menghindari resiko kekacauan dalam penyelenggaraan 
administarsi keuangan negara127. 
Model putusan yang pemberlakuannya ditunda mengandung perintah 
kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaharui landasan 
konstitusional yang dibatasi oleh waktu. Dengan demikian juga dari segi 
keberlakuan suatu undang-undang, ada tenggang waktu yang ditentukan 
oleh MK semata-mata demi menghindari terjadinya kekosongan hukum serta 
ketidakpastian hukum, sambil menunggu produk legislasi yang akan 
dikeluarkan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dengan demikian 
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pemberlakuan suatu undang-undang digantungkan pada batas waktu tertentu 
sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh MK dalam putusannya. 
d. Perbandingan dengan Negara Lain 
Selain praktik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi RI, penangguhan 
berlakunya akibat hukum suatu putusan juga dikenal dan lazim dipraktikkan 
di peradilan konstitusi beberapa negara lainnya. Salah satu peradilan 
konstitusi yang sejak lama mempraktikkan penangguhan berlakunya akibat 
hukum suatu putusan adalah Mahkamah Konstitusi Austria. Di 
Austria 128 Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan ketentuan undang-
undang baik itu secara sebagian-sebagian ataupun keseluruhan. Bila hal ini 
terjadi, suatu pasal, ayat, ataupun keseluruhan dari undang-undang tersebut 
menjadi tidak berlaku setelah diumumkan di Berita Negara atau Berita 
Daerah pada masing-masing negara bagian. Namun Salah satu ciri 
kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria, organ ini dapat menunda akibat 
hukum dari suatu pembatalan hingga jangka waktu lebih dari 18 bulan. 
Karena itu Mahkamah dapat membuka kesempatan bagi pihak legislatif 
untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam suatu undang-undang. 
Tetapi, perpanjangan waktu tidak dapat diberikan bila undang-undang yang 
dimaksudkan dipandang telah melanggar hak-hak sipil atau Mahkamah 
menilai bahwa pembatalan suatu ketentuan merupakan persoalan yang tidak 
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dapat dihindari. Mahkamah Konstitusi Austria memang masih memberikan 
margin of tolerance, yaitu supaya tidak timbul kekosongan hukum akibat dari 
dibatalkannya peraturan perundangan dimaksud, pembatalan atas ketentuan 
hukum tersebut dapat pula disertai dengan pemberlakuan ketentuan hukum 
lain yang pernah berlaku sebelumnya. Akan tetapi, menurut Harbert 
Hausmaninger, Mahkamah secara nyata acap menghindar dari konsekuensi 
ini129.  
Begitu pula halnya dengan peraturan perundangan yang dinilai tidak 
memenuhi prinsip legalitas, maka peraturan perundangan tersebut dapat 
dibatalkan secara sebagian-sebagian atau keseluruhan. Peraturan itu mulai 
tidak berlaku pada saat telah diputus oleh Mahkamah serta diumumkan di 
Berita Negara Federal (Federal Law Gazette) atau Berita Daerah (law 
gezetteI) di masing-masing negara perlu dalam jangka waktu lebih dari enam 
bulan, Mahkamah dapat meminta kepada legislator untuk memperbaiki 
kesalahan seperti terdapat dalam peraturan perundangan tersebut. Hal ini  
dilakukan guna mencegah kevakuman dalam sistem pengaturan (regulasi). 
Apabila revisi oleh pihak legislatif diperlukan, untuk tujuan tersebut 
Mahkamah dapat memperpanjang waktu perbaikan hingga 18 bulan (Art 139 
[5] B-VG)130. 
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Di negara-negara lain Konstitusi Turki tahun 1961, Konstitusi Yugoslavia 
tahun 1963, serta MK Jerman dan Itali berkuasa memutuskan berlaku surut 
untuk waktu tertentu. Bahkan, di Pengadilan Konstitusi federal Yugoslavia, di 
samping berlaku surut, undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional 
dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila idak ada tindakan 
parlemen dalam waktu yang ditentukan yaitu 6 (enam) bulan untuk 
menyesuaikan undang-undang negara bagian dengan Konstitusi Federal131.  
Model Yugoslavia ini sebagaimana dipraktikkan MK-RI dalam membuat 
keputusan menangguhkan undang-undang tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikatnya sampai 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan. 
Walaupun undang-undang ditetapkan inkonstitusional. Walaupun undang-
undang tidak berlaku surut (retroactive), akan tetapi praktik MK 
menangguhkan berlakunya undang-undang belum dikenal dalam peraturan 
yang berlaku.  
3. Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 sebagai Putusan yang Tidak 
Dapat Langsung Dieksekusi (Non-Self Implementing) 
Pada dasarnya putusan MK atas pengujian undang-undang 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan dibacakan, 
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sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “ Putusan Mahkamah Konstitusi 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum”132. Sehingga pelaksanaan putusan MK dilaksanakan 
sejak selesai dibacakan putusan yang bersangkutan. Meskipun putusan MK 
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap sejak selesai dibacakan di 
sidang pleno yang terbuka untuk umum, namun tidak semua putusan MK 
yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan atau 
menyatakan undang-undang yang diuji materilkan tidak lagi mempunyai 
kekuatan hukum mengikat dapat langsung dilaksanakan (self-
implementing/self-executing), putusan yang dapat dilaksanakan langsung 
tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan (revisi) terhadap undang-
undang atau norma yang telah dibatalkan dalam satu putusan, suatu putusan 
akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam 
bentuk kebutuhan implementasi perubahan (revisi) undang-undang yang 
diuji, maka putusan ini dapat dikatakan dilaksanakan atau eksekusi secara 
self-executing 133 . Namun terdapat pula putusan MK tersebut masih 
memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau 
undang-undang perubahan. Inilah putusan yang disebut dengan non-self 
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implementing. Dikatakan demikian karena putusan tersebut memengaruhi 
norma-norma lain yang memerlukan revisi atau pembentukan undang-
undang baru atau undang-undang yang lebih operasional dalam 
pelaksanaannya. Dengan kata lain, putusan ini tidak serta merta dapat 
dilaksanakan (non-self implementing/non-self executing) tanpa adanya 
undang-undang baru karena menimbulkan kekosongan hukum 134 , terlebih 
jika menyangkut pengujian undang-undang yang bersifat beleidsregels, yang 
tidak bersifat self-executing135, tidak selalu mudah untuk diimplementasikan. 
Terkait dengan implementasi putusan yang bersifat non-self executing 
dapat dipahami masih memerlukan tahapan berikutnya, yaitu tindak lanjut 
oleh addressat putusan baik melalui proses legislasi maupun regulasi. 
Putusan-putusan yang membatalkan secara keseluruhan undang-undang 
yang diuji, model putusan yang menafsirkan, model putusan yang 
pemberlakuannya ditunda, dan model putusan yang merumuskan norma 
pada dasarnya bersifat sementara (einmalig) sampai addressat putusan MK 
mengambil alih dalam pembentukan atau revisi peraturan perundang-
undangan136. 
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Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana uraian sebelumnya 
adalah merupakan model putusan yang pemberlakuannya ditunda atau lebih 
tepatnya waktu pemberlakuan akibat hukumnya ditangguhkan hingga tahun 
2019, maka berdasarkan hal tersebut eksekusi dari akibat hukum putusan 
MK a qou bersifat non-self implementing/non-self executingyakni tidak dapat 
langsung dieksekusi, hal ini menunjukkan juga secara terang bahwa dengan 
demikian Pemilu 2014 yang meskipun dilaksanakan secara terpisah masih 
dapat katakan konstitusional, karena undang-undang yang menjadi dasar 
pelaksanaannya masih dinyatakan berlaku. 
4. Akibat Hukum Penangguhan Putusan A Qou Terhadap Pemilu 
2014 
Setelah melihat dari perspektif Filsufis teoritis, yuridis konstitusional, 
dinamika ketatanegaraan, serta perbandingan dengan negara lain, maka kita 
dapat melihat bahwa putusan MK dapat dikatakan memiliki dasar yang cukup 
kuat, meskipun senyatanya dalam UU MK yang tidak lain merupakan payung 
hukum MK belum mengatur khusus maupun tegas tentang boleh tidaknya 
MK melakukan penangguhan waktu berlakunya akibat hukum suatu putusan. 
Maka terhadap putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dianggap 
beralasan oleh peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan meskipun 
penetiliti juga akan melihat sisi lain atau anomali dari putusan tersebut untuk 
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semata-mata telaah kritis agar menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan 
konsep beracara di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK a quo yang 
menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 
ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan 
Pasal-Pasal tersebut dalam UU a qou tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan Pemilu serentak di 
Indonesia yang memang dipandang sebagai original intent dari pembentukan 
UUD 1945. 
Dalam amar putusan MK menyatakan bahwa Pasal yang mengatur 
Pemilihan secara terpisah antara legislatif dan Presiden meskipun telah 
dinyatakan inkonstitusional namun tetap akan berlaku pada tahun 2019, 
sehingga MK menegaskan bahwa Pemilu yang dilakukan secara terpisah 
pada tahun 2014 tetap dipandang konstitusional. 
Penangguhan (limited constitutional) yang dilakukan tersebut 
menyebabkan akibat hukum yang sangat signifikan terhadap pasal yang 
dimohon uji materilkan oleh pemohon yang pada pokoknya mengatur tentang 
Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dilakukan secara terpisah, yang 
seyogianya menurut Pasal 47 UU MK bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang 
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pleno terbuka untuk umum”, dan juga Pasal 58 yang menyatakan bahwa “ 
Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum 
ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ 
muatan pasal tersebut senada dengan apa yang dinyatakan oleh Hans 
Kelsen bahwa undang-undang hanya bisa dikatakan absah berdasarkan 
konstitusi137.  
Kendati pun MK telah menyatakan pasal yang diuji materilkan tersebut 
bertentangan dengan UUD 1945, namun MK sendiri menyatakan 
menangguhkan akibat hukum dari putusan tersebut dengan beberapa 
pertimbangan diantaranya untuk menhindari terjadinya kekosongan hukum, 
dan karena tahapan Pemilu telah dimulai, juga pembuatan UU baru akan 
memakan waktu yang sangat lama. Dengan pertimbangan yang demikian 
tersebut disandarkan pada aspek kemanfaatan maka Pemilu legislatif dan 
Pemilu Presiden secara terpisah pada tahun 2014 tetap dilaksanakan. 
Melihat presentase partisipasi pemilih tahun 2014 pada adalah 69,58% 
dari 193.944.150 nama yang terdata dalam daftar pemilih total. Persentase 
ini menurun dibandingkan Pilpres 2009 (72%) dan Pemilu DPR, DPD, dan 
DPRD (Pileg) 2014 (75,11%). Tapi kualitas partisipasi pemilih dinilai lebih 
                                                          
137Hans Kelsen. 2010. Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif). 
Bandung: Nusa Media. Hlm. 299 
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berkualitas138. Jika kita kaitkan terhadap pendapat Frans Magniz Suseno; 
bahwa legalitas adalah merupakan aspek cakupan dari legitimasi dalam arti 
luas. Maka dapat dikatakan bahwa Pemilu 2014 masih meraih predikat 
legalitasnya. 
Selain itu, memang eksekusi putusan MK ini termasuk dalam 
pelaksanaan putusan mk yang tidak dapat langsung dieksekusi (non-self 
implementing) oleh karena dibutuhkan aturan pengganti terlebih dahulu yang 
menjadi payung hukum untuk Pemilu, sehingga apabila MK tidak 
mengangguhkan maka Pemilu 2014 yang telah memasuki tahapan persiapan 
akan menjadi kacau balau karna tidak adanya peraturan yang menjadi dasar 
hukum untuk pelaksanaan Pemilu 2014, pun pembuatan UU pengganti akan 
membutuhkan waktu yang sangat lama. 
Namun, selain pendapat dan hasil penelitian di atas terdapat pendapat 
lainnya yakni pernyataan bahwa undang-undang yang absah adalah undang-
undang yang “inkonstitusional” jelas merupakan pernyataan yang kontradiktif; 
karena undang-undang hanya bisa dikatakan absah berdasarkan konstitusi. 
Jika kita memiliki alasan mengamsusikan bahwa sebuah undang-undang, 
maka alasan bagi keabsahannya pasti adalah konstitusi. Mengenai undang-
                                                          
138http://www.rumahpemilu.org/in/read/6825/Pilpres-2014-Pengguna-Hak-Pilih-6958-
Partisipasi-Lebih-Berkualitas diakses pada Selasa, 25 November 2014. Pukul 23.46 Wita 
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undang yang tidak absah, kita tidak dapat mengatakan bahwa ia 
inkonstitusional, karena undang-undang yang tidak absah sama sekali 
bukanlah undang-undang; secara hukum ia tidak ada, dan karena itu tidak 
ada pernyataan hukum yang bisa dikemukakan tentangnya. Agar pernyataan, 
yang biasanya dikemukakan oleh teori tradisional, bahwa sebuah undang-
undang adalah inkonstitusional dapat memiliki makna yuristik, ia tidak bisa 
dipahami secara harfiah. Makna dari pernyataan itu hanyalah bahwa undang-
undang tersebut dapat dicabut tidak hanya dengan prosedur biasa 
berdasarkan konstitusi, yakni berdasarkan aturan lex posterior derogate 
priori, namun juga berdasarkan prosedur khusus yang disediakan oleh 
konstitusi. Namun selama ia belum dicabut ia harus dianggap absah; dan 
selama ia absah, tidak tidak bisa dikatakan inkosntitusional139.  
Hal tersebut di atas pun senada dengan apa yang dimuat dalam UU 
MK, Pasal 58 menyatakan bahwa “Undang-undang yang diuji oleh 
Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan 
bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” artinya putusan yang 
menyatakan suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 atau inkonstitusional telah kehilangan keberlakuannya, 
tidak hanya itu, Pasal 57 ayat (1) menyatakan “ Putusan Mahkamah 
                                                          
139Hans Kelsen. 2010. Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif). 
Bandung: Nusa Media. Hlm. 299 
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Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, 
pasal, dan/atau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, 
dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat”, hal ini mempertegas kembali bahwasanya undang-undang yang 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 akan kehilangan kekuatan 
mengikatnya dan tidak lagi berlaku. 
Dengan adanya putusan MK yang menangguhkan akibat hukum 
putusan, yang kini terhitung telah mengeluarkan tiga putusan yang sifatnya 
demikian, yakni dalam Putusan Nomor 016-PUU-IV/2006, 13/PUU-VI/2008, 
dan 14/PUU-XI/2013 seyogianya diatur dalam UU MK atau oleh peraturan 
perundang-undangan lainnya, kendati pun yang menjadi alasan MK 
disandarkan pada amanah UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) bahwa “Kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peardilan guna menegakkan hukum dan keadilan” juga menekankan pada 
aspek kemanfaatan, misalnya saja pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 
salah satu yang menjadi alasan MK menangguhkan berlakunya akibat hukum 
putusan a qou dikarenakan tahapan pemilu yang telah memasuki tahap 
persiapan juga untuk menyiapkan budaya politik masyarakat, hal tersebut 
sangat mengindikasikan bahwa putusan MK a qou dapat memberikan 
manfaat dan bersifat prediktif, oleh karena pemilu yang telah memasuki tahap 
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persiapan tersebut akan menjadi kacau balau ditambah lagi tidak siapnya 
masyarakat dengan bentuk pemilihan umum yang berbeda dari sebelumnya. 
Namun meskipun demikian, semestinya MK pun tidak mengabaikan tujuan 
hukum lainnya yakni kepastian, dengan mengabaikan perintah UU MK 
tepatnya pasal 47 bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka 
untuk umum”, Pasal 57 ayat (1) bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau 
bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 , materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan 
Pasal 58 bahwa “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap 
berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang 
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”, legalitas putusan MK menuai kritikan dan terancam 
krisis, hal ini ditandai lewat adanya gugatan Yusril Ihza Mahendra 
yangbernomor register 108/PUU-XI/2013 yang menyoal putusan MK yang 
menangguhkan pelaksanaan Pemilu serentak ke tahun 2019. 
Kekuasaan MK bukanlah kekuasaan “tanpa batas”, sebagaimana 
praktik MPR berdasar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. 
Pasal 24C UUD 1945 telah membatasi kekuasaan MK. Kewenangan 
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mengatur (regeling) tetap merupakan domain legislatif berdasarkan prinsip 
kedaulatan rakyat sebagai hak-hak eksklusif wakil-wakil rakyat yang 
berdaulat untuk membatasi seseorang (presumption of liberty of the 
souvereign people). Kekuasaan lain dapat mengatur sepanjang atas 
mandatnya. Selain vonis yang dijatuhkan, MK juga berkuasa dalam regulasi 
(judicial legislation) sebagimana MA. 
UU MK menegaskan jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
dari UU inkonstitusional, MK hanya dapat menyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat (not legally binding). MK tidak dapat membatalkan 
berlakunya UU (vernietigingsrecht) dan begitu juga tidak dapat mengubah 
rumusan redaksi ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, apalagi 
memproduksi UU. Artinya hukum acara masih dalam batas, karena tidak 
memasuki ranah legislatif. 
Kekuasaan MK terbatas sesuai kedudukan dan fungsinya. 
Hubungannya dengan kekuasaan lain diikat prinsip checks and balances. 
Diterimanya ultra petita di MK pertimbangan hukumnya seharusnya ditindaki 
DPR dan Presiden menegaskannnya dalam produk UU. Pembentukan UU 
tidak selayaknya mengkerdilkan kewenangannya sebagai lembaga penjaga 
konstitusi. MK berhak menunjuk hukum yang benar sesuai UUD 1945 dalam 
kasus yang ditanganinya. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Penangguhan berlakunya akibat hukum suatu putusan (limited 
constitutional) tidak diatur bahkan bertentangan dengan muatan Pasal 47, 
Pasal 57 ayat (1) serta Pasal 58 UU MK. Kendati demikian, dalam UUD 
1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan” maka Mahkamah Konstitusi 
sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman juga dituntut 
untuk selain mewujudkan hukum juga mewujudkan keadilan, dengan 
demikian putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang memuat limited 
constitutional dapat dikatakan konstitusional dengan kualitas legitimasi 
sosial. 
2. Penangguhan berlakunya akibat hukum pada Putusan MK No 
14/PUU-XI/2013 berdasar menurut hukum sehingga Pemilu 2014 tidak 
dapat dikatakan inkonstitusional, oleh karena payung hukum dari 
penyelenggaraan Pemilu 2014 meskipun bertentangan dengan konstitusi 
namun tetap dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum 
mengikatnya hingga Pemilu tahun 2019. 
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B. Saran 
1. Agar tindakan MK yang menangguhkan berlakunya akibat hukum 
putusan dapat memperoleh kekuatan legalitasnya maka 
seyogianya tindakan tersebut diatur dalam peraturan perundang-
undangan baik dalam Undang-Undang MK maupun dalam PMK. 
2. Dalam  membentuk undang-undang, DPR seharusnya 
memerhatikan putusan MK guna menjaga tertib hukum atau 
koherensi norma, sehingga setiap muatan yang telah dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 tidak lagi mungkin untuk dimuat 
dalam UU 
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